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“Allah tidak akan merubah suatu kaum, 
sehingga mereka merubah nasibnya 
sendiri.” ( QS.Arrodu : 2) 
 
“Jangan bertanya apa yang telah 
Negara berikan kepadamu, tetapi 
tanyakanlah pada dirimu apa yang telah 
kau berikan pada bangsa dan negaramu.” ( 
J.F.Kennedy ) 
 
“Sinau Iku Kewajiban, Nanging Bekti 
Marang Wong Tuo Iku Sing Paling Utomo.” ( 
Penulis ) 
 
“Je Le Voudrais de Meilleure Qualité” 
Saya Ingin kualitas yang paling baik 
(Penulis) 
 
“Humor adalah sebuah keseriusan 
“(Winston Churchill) 
 
“ Ketabahan dan kemampuan untuk 
menenangkan diri dari keputusasaan adalah 
inti dari kepemimpinan.” (James Oto’ole) 
 
“Life is Struggle and to get yoer 
dreams sweep up with your intention and 
seriousness” Hidup adalah perjuangan dan 
untuk mendapatkan mimpimu raihlah dengan 
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Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 
serta diiringi rasa syukur kehadirat Illahi Rabbi, penulisan hukum (Skripsi) yang 
berjudul “STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA 
PIDANA DENGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA 
KECELAKAAN LALU LINTAS. ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri )” 
dapat Penulis selesaikan. 
Penulisan hukum ini membahas tentang pelaksanaan penggabungan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalulintas 
di Pengadilan Negeri Wonogori, sekaligus juga membahas mengenai hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan 
gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas. 
Dalam hal pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan 
ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas Pengadilan Negeri memegang 
peranan penting dalam proses pelaksanaannya, dengan menerapkan beberapa 
pasal-pasal penting dalam KUHAP dan KUHP yang berkaitan erat dengan perkara 
ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan berbagai 
informasi dan bahan baik dokumen maupun non dokumen tentang pelaksanaan 
penggabungan perkara pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas, baik secara 
teoritis (literatur kepustakaan) maupun secara praktis meminta keterangan dari 
pihak Pengadilan, khusunya bagian kepaniteraan tentang berbagai permasalahan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan 
ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Ternyata masih banyak kasus 
kecelakaan lalu lintas yang didalamnya diadakan penggabungan gugatan ganti 
kerugian dalam proses penyelesaian perkara pidananya yang belum menemui 
penyelesaian secara memuaskan dikarenakan alasan teknis yuridis maupun alasan 
non teknis yuridis. 
Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas, Penulis tetap 
berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai suatu informasi tentang 
 7 
pelaksanaan pengabungan perkara pidana dalam kecelakaan lalu lintas dan 
mengetahui hambatan-hambatan yang ada. Penulis menyadari bahwa dalam 
penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu Penulis dengan besar 
hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya 
penulisan hukum ini. 
Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil 
sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada : 
1. Yang Maha Esa ALLAH SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karuniaNya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
2. Bapak Moh.Yamin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Bapak Hernawan Hadi, S.H.M.Hum, selaku pembimbing akademik. 
4. Bapak, Kristiyadi, S.H., M.Hum dan Bapak Soehartono, S.H.,M.H. selaku 
pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikiran 
untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini. 
5. Ibu Mayawati Rachayuni, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri 
6. Bapak Eddy Wibisono, S.H. SE.MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri 
Wonogiri, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 
penulisannya dengan memberikan ide-ide dan berbagi pengetahuannya. 
7. Ibu Linn Carol Hanadi, S.H. selaku hakim pembimbing bagi penulis dalam 
melaksanakan penelitiannya. 
8. Bapak Moerdiwanto, S.H. MH. selaku wakil Panitera Pengadilan Negeri 
Wonogiri, terimakasi telah banyak membantu penulis dalam penelitiannya. 
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada 
penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga 
dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis. 
10. Ibunda dan Ayahanda serta kakak-adikku dan keluarga tercinta yang telah 
memberikan kasih sayang, dukungan, semangat yang tak terbatas kepada 
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penulis semoga Ananda dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi 
harapan kalian kepada Ananda. 
11. My Biggest Love Listyawan Hafid, “ Iwol “ terima kasih selalu ada untukku 
dalam penyelesaian skripsiku, menemaniku dalam susah dan senang, 
memberiku semangat dalam kelelahanku, memberikanku kebahagiaan dalam 
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KINESTREN WURASTI, E 0003214, PELAKSANAAN PENGGABUNGAN 
PERKARA PIDANA DENGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM 
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS. ( Studi Kasus di Pengadilan 
Negeri Wonogiri ). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Penulisan Hukum ( Skripsi ) 2007. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan bentuk pelaksanaan 
penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara 
kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Wonogiri dan untuk mengetahui 
hambatan-hambatan apa yang terjadi. Penelitian ini termasuk penelitian yang 
bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya 
termasuk penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Lokasi penelitian di 
Pengadilan Negeri Wonogiri. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui 
studi lapangan, dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dokuman-dokumen, dan sebagainya. Analisis data 
menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan 
penggabungan perkara pidana dengan guagatan ganti kerugian dalam perkara 
kecelakaan lalu lintas dalam prakteknya sudah sesuai dengan prosedur hukum 
yang berlaku, yaitu korban mengajukan surat permohonan penggabungan perkara 
pidana dengan gugatan ganti kerugian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Ketua 
Pengadilan Negeri membuat surat penetapan untuk menunjuk majelis Hakim yang 
memeriksa perkara tersebut. Dengan surat penetapannya Majelis hakim 
menentukan hari sidang dan memanggil para pihak, setelah kedua belah pihak 
hadir, Majelis Hakim mengadakan upaya perdamaian, tuntutan pidana dibacakan 
oleh Majelis Hakim, Replik, Duplik, Pembuktian dari kedua belah pihak, 
kesimpulan dari kedua belah pihak dan putusan hakim. 
Pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti kerugian dalam 
mengabulkan permohonan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian adalah Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP serta pertimbangan lainnya 
adalah korban dapat membuktikan jumlah kerugian. Sedangkan untuk 
permasalahan yang timbul selama acara pemeriksaan penggabungan perkara 
pidana dengan gugatan  ganti kerugian di dalam persidangan salah satunya yaitu 
waktu yang sedikit untuk mengajukan tuntutan yaitu sebelum penuntut umum 
mengajukan tuntutan hukumnya ( requisitur ) atau selambatnya sebelum hakim 
menjatuhkan putusan. 
Keuntungan dari pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan 
gugatan ganti kerugian ini adalah bahwa dapat menghemat waktu, tenaga dan 
biaya dan salah satu hal yang merugikan adalah gugatan yang diajukan hanya 
terbatas pada kerugian materiil saja, sedangkan gugatan yang bersifat immaterial 




Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
praktis berupa sumbangan pikiran yaitu dalam penyelesaian perkara perdata yang 
ada sangkut pautnya dengan perkara pidana maka dapat digabungkan dalam 
penyelesaian kasusnya, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. 
Kata kunci :  Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, 

































A. Latar Belakang Masalah 
Akhir-akhir ini, nampaknya perhatian terhadap korban perbuatan 
melanggar hukum, semakin besar khususnya dengan menonjolnya berita-berita 
tentang penegakan hak asasi manusia, sehingga sebagian masyarakat merasa 
kecewa karena jumlah ganti kerugian, dianggap terlalu kecil. Dari sisi lain ternyata 
penggunaan hak menuntut ganti kerugian maupun permohonan ganti kerugian 
sangatlah langka. Dipandang dari segi penegakan hukum, dengan langkanya 
pengajuan permintaan ganti kerugian maupun permohonan pengabungan perkara 
gugatan ganti kerugian, memerlukan penelitian yang cermat sebab bagaimanapun, 
inti penegakan hukum adalah tegaknya hak dan dilaksanakan kewajiban. Istilah 
ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil. Hal ini hanya dapat 
ditemui pada hukum pidana formil, yaitu pada Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP  
( Leden Marpaung, 1997 : 3 ). 
 
Banyak kasus yang masuk ke Pengadilan yang harus ditangani oleh para 
pihak penegak hukum yang diajukan oleh para pencari keadilan, baik yang 
merupakan delik aduan maupun perkara lain yang masuk kedalam delik biasa. Hal 
ini jelas menimbulkan banyaknya penumpukan perkara di Pengadilan. Permulaan 
dari adanya penggabungan perkara dalam penyelesaian kasus adalah jika dalam 
suatu perkara terdapat dua aspek, yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. 
Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu perkara yang sama dapat menimbulkan 
adanya perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian. Terhadap perkara yang 
demikian, sebelum diberlakukan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
penyelesaiannya oleh Pengadilan dilakukan secara berurutan tidak boleh 
bersamaan, jadi perkara pidananya diselesaikan dahulu baru kemudian menyusul 
penyelesaian gugatan ganti ruginya ( perkara perdata ). Penyelesaian perkara 
seperti ini jelas akan memakan waktu yang lama, dan biaya yang lebih banyak 
pula, sehingga Pengadilan tidak akan dapat melaksanakan asas peradilan yang baik 
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yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta akan lebih mempersulit bagi rakyat 
miskin yang terbatas biayanya. Untuk itu perlu dicari suatu cara yang tepat untuk 
mengatasi masalah ini yaitu dengan penggabungan perkara. 
 
Sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan di 
Indonesia maka peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum acara pidana 
dalam lingkup peradilan umum adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui 
dengan nama “Het Herziene Inlandsce Reglement” atau HIR ( Staatblad Tahun 
1941 Nomor 44 ). Namun semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209 yang selanjutnya dikenal sebagai KUHAP, 
terdapat beberapa hal baru yang bersifat fundamental jika dibandingkan dengan 
HIR, yaitu pengaturan mengenai penggabungan perkara. 
 
Berhubungan dengan perkara pidana tidak jarang diikuti pula oleh perkara 
perdata, seperti adanya tuntutan ganti kerugian yang diderita sehubungan dengan 
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam hal korban 
mengajukan suatu tuntutan ganti kerugian dan kerugian itu dapat berupa kerugian 
materiil maupun immaterial, maka tuntutan ganti kerugian itu diajukan ke 
pengadilan perdata yang akan diproses secara perdata. Pihak korban akan 
mengalami dua proses peradilan, yaitu peradilan pidana akibat tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban dan peradilan perdata karena 
tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban. Dengan adanya dua proses 
pengadilan ini sidang pengadilan akan menjadi lama dan juga memungkinkan 
biaya yang harus dikeluarkan relative banyak. Proses peradilan ini tidak sesuai 




Oleh  karena itu KUHAP memberi satu jalan keluar bagi suatu proses 
peradilan yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004. Yaitu dengan cara menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara 
pidana, tetapi tuntutan yang dapat diajukan hanya terbatas pada tuntutan ganti 
kerugian yang bersifat materiil saja. Ketentuan mengenai penggabungan perkara 
ini diatur dalam Bab XIII Pasal 98-101 KUHAP. Pasal 98 : 
(1)“ Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 
pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi 
orang lain, maka hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan 
perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” 
(2)” Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan 
pidana ( requisitor ). Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.” 
 
Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa maksud penggabungan perkara 
pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika 
yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang 
bersangkutan. Adapun yang dimaksud ganti kerugian bagi orang lain termasuk 
kerugian pihak korban. Ketentuan mengenai ganti kerugian ini merupakan hal 
yang baru yang tidak diatur oleh undang-undang hukum acara pidana sebelum 
KUHAP. 
 
Tujuan penggabungan perkara dalam rangka memenuhi asas peradilan 
cepat, sederhana, dan biaya ringan, untuk itu gugatan ganti kerugian harus 
diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana ( requisitor ), 
sedangkan bila dalam perkara dimana penuntut umum tidak perlu hadir, misalnya 
dalam perkara cepat ( rol ), gugatan ganti kerugian itu diajukan selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya (Moch. Faisal Salam, 2001 : 
348 ).  
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Asas penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian yang 
bercorak perdata merupakan hal baru dalam praktek peradilan di Indonesia. 
KUHAP memberi prosedur hukum bagi “korban” tindak pidana, untuk menggugat 
ganti kerugian yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan 
pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Akan tetapi gugatan ganti 
kerugian seperti ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 
“kerugian yang dialami” korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang 
dilakukan terdakwa. Misalnya kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas; 
dan jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas pada 
besarnya kerugian materiil yang diderita si korban ( Pasal 98 KUHAP ) 
penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian yang bersifat perdata 
dapat diajukan pihak korban sampai proses perkara pidana belum memasuki taraf 
penuntut umum mengajukan requisitur ( M. Yahya Harahap, 2002 : 46 ). Selain itu 
untuk mempercepat proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian meteriilnya 
dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan terhadap hak korban. Kerugian 
materiil ini meliputi biaya perawatan karena luka atau sakit, biaya-biaya perbaikan 
atau apabila korban meninggal dunia maka ahli waris atau keluarga dapat 
menuntut semua biaya yang telah dikeluarkan. 
 
Pemberian ganti kerugian ini ada dua macam, yaitu dengan cara 
kompensasi dan dengan cara restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang 
diberikan oleh pemerintah, yang hanya diperuntukkan bagi tersangka, terdakwa, 
dan terpidana yang berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, dituntut dan 
diadili atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ( Pasal 
95(1)KUHAP). 
 
Hukum suatu Negara di dunia ini tidak ada yang memperbolehkan 
terjadinya suatu kejahatan tanpa proses peradilan. Seseorang yang melakukan 
kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hubungannya 
dengan asas ini dikenal asas legalitas ( Priciple of Legality ) yang berbunyi  :         
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“ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 
Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” 
Mengenai asas ini  Moelyatno,  berpendapat  : 
“ Asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup 
dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas 
yang tertulis dalam perundang-undangan. Buktinya ialah andaikata ada orang yang 
tanpa mempunyai kesalahan, misalnya dia melakukan perbuatan yang tidak tau, 
bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya bahwa merupakan tindak pidana 
niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan “ ( Moelyatno, 1985 : 5 ).  Sudah 
selayaknyalah orang yang melakukan kejahatan diberikan pidana sesuai dengan 
perbuatannya dan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perbuatannya dan 
memberikan ganti kerugian pada korbannya baik materiil maupun immaterial. 
 
Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu hal yang sering terjadi sehingga 
kita tidak merasa asing namun dengan adanya penggabungan perkara pidana 
dengan gugatan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas, karena adanya 
kerugian yang harus ditanggung oleh pihak korban, menjadi suatu hal baru yang 
menarik untuk kita pelajari, dikarenakan hal ini jarang terjadi. Walaupun upaya 
mempermudah jalannya proses peradilan ini telah disediakan oleh pemerintah 
namun kenyataannya masyarakat umum masih enggan untuk memanfaatkannya, 
bahkan tidak semua lembaga peradilan di Indonesia ini menggunakannya. 
 
Berdasar wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Wonogiri, di daerah 
Wonogiri terdapat banyak kasus mengenai kecelakaan lalu lintas, yang dalam 
penyelesaian kasusnya menggunakan penggabungan perkara, yaitu perkara 
gugatan ganti kerugiannya digabungkan dengan perkara pidananya. Hal ini 
merupakan pembaharuan dalam bidang hukum yang jarang ditemui, karena belum 
semua Lembaga Peradilan menggunakan upaya hukum ini dalam penyelesaian 
kasusnya. Sehingga hal ini dapat menjadi suatu hal yang menarik untuk dipelajari, 
karena merupakan hal baru dalam KUHAP. 
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Berdasarkan uraian tersebut, menarik penulis untuk mengangkat 
permasalahan tentang penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian dalam kecelakaan lalu lintas kedalam sebuah skripsi yang berjudul : 
“STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA 
PIDANA DENGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA 
KECELAKAAN LALU LINTAS ( Studi kasus di Pengadilan Negeri 
Wonogiri ) “. 
 
B.  Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 
mempermudah dalam mambatasi masalah yang akan diteliti, sehingga tujuan dan 
sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang 
diharapkan. 
Perumusan masalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penulisan 
karya ilmiah, sehingga masalah yang diteliti dapat lebih dikhususkan dan untuk 
dapat memperjelas arah yang akan dicapai oleh peneliti. Perumusan masalah 
dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas 
dan sistematis. Bertolak dari permasalahan yang dipaparkan tersebut, maka dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
 
1. Bagaimana pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan 
ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas ? 
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan penggabungan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan 
lalu lintas ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan suatu tindakan manusia untuk lebih mengetahui dan 
mendalami segala sesuatu dalam kehidupan yang belum diketahui, dan agar 
dalam pelaksanaan penelitian ini dapat mencapai sasaran yang jelas dan sesuai 
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dengan yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian yaitu 
sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggabungan perkara 
pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan 
Lalu lintas di daerah Wonogiri. 
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam 
pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian dalam perkara kecelakaan lalul lintas didaerah Wonogiri. 
2.    Tujuan Subyektif 
a.  Untuk memperoleh pengetahuan hukum dalam hal teori maupun 
praktek, khususnya hukum Acara Pidana.  
b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam menyusun 
skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar 
kesarjanaan di Fakutas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
c. Untuk membahas masalah-masalah yang timbul agar dapat 
dijadikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan. 
d. Memberi gambaran dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a) Hasil penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 
ilmu hukum pada khususnya dibidang penerapan suatu peraturan 
hukum khususnya bagi penelitian-penelitian ilmu hukum selanjutnya. 
b) Sebagai sarana bagi pemerintah setempat dalam menjalankan perannya 
sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan fungsinya dan 
peraturan hukum yang ada. 
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 2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai panduan bagi rekanan 
yang akan mengajukan permohonan penggabungan perkara pidana dengan 
gugatan ganti kerugian. 
b. Untuk menambah wawasan dalam pengetahuan ilmu baik didunia akademis, 
praktisi, dan profesi, terutama hasil penelitian ini akan memberikan 
sumbangan pemikiran maupun pengetahuan bagi para pihak yang terkait 
dalam hal pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian, serta hambatan-hambatan yang terjadi. 
c. Untuk mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori maupun 
praktek dalam pembuatan karya  ilmiah dengan metode penelitian ilmiah. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode adalah pedoman atau cara seseorang mempelajari dan memahami 
lingkungan-lingkungan yang dihadapi. ( Soerjono Soekanto, 1986 : 6 ) 
Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, 
metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum atau fakta 
empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk di rekonstruksi guna 
mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berpikir logis 
adalah berpikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan 
dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkap 
kebenaran. Metodis adalah berpikir dan berbuat menurut metode tertentu yang 
kebenarannya diakui menurut penalarann. Sistematis adalah berpikir dan 
berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih. 
Kegiatan penelitian hukum perlu dilakukan terus-menerus guna 
mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dari peristiwa hukum sebagai 
fakta empiris yang menjadi obyek penelitian hukum. Kebenaran yang 
sesungguhnya itu dibutuhkan karena bermanfaat bagi kesejahteraan 
masyarakat. Esensi kebenaran yang sesungguhnya adalah keadilan yang 
menjadi dasar keteraturan serta menciptakan keamanan, ketertiban, dan 
keselamatan umat manusia. 
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Metode merupakan masalah yang sangat penting dalam sebuah penelitian 
karena mutu, nilai validitas dan hasil penelitian sangat ditentukan oleh 
ketepatan dalam memilih metodenya. Untuk dapat mencapai sasaran dan 
tujuan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris 
dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk 
memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 
atau gejala-gejala lainnya. Penelitian empiris selalu diarahkan kepada 
identifikasi ( pengenalan ) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang 
implisit ( jelas : tegas diatur ) di dalam perundangan atau yang diuraikan 
dalam kepustakaan, maka pendekatan empiris dimaksudkan sebagai 
usaha mendekati usaha yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau 
sesuai dengan fakta yang ada. 
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data 
seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya ( Soerjono 
Soekanto, 1986 : 10 ). Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk 
memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan 
mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasi seterusnya, 
menganalisa dan menginterprestasikannya untuk kemudian diperoleh 
suatu hasil. 
 
2. Lokasi Penelitian 
Penulis dalam melakukan penelitian mengambil lokasi penelitian di 
Pengadilan Negeri Wonogiri, karena ditemukan adanya kasus mengenai 
penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam 




3. Jenis Data  
Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal 
yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Penjenisan data banyak 
manfaatnya dalam usaha pengumpulan data, penentuan sumber data 
dan juga analisa data. 
Sehubungan dengan  penelitian hukum ini tergolong penelitian 
hukum empiris, maka data yang dipergunakan meliputi data primer dan 
data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai 
berikut : 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 
dari lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Wonogiri. Adapun 
data primer yang dimaksud berupa hasil wawancara dengan 
hakim dan Panitera, maupun  panitera pengganti di Pengadilan 
Negeri Wonogiri. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan keterangan yang mendukung data 
primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen, arsip 
dan buku-buku literatur. Data sekunder diperoleh penulis dengan 
mempelajari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, 
berkas perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam 
perkara kecelakaan lalu lintas. 
 
4. Sumber Data 
Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan jenis data yang dipergunakan, maka yang menjadi 
sumber data, adalah: 
a) Sumber data primer 
 Sumber data primer didapatkan penulis dari : 
1. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri 
2. Panitera atau panitera pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri 
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b) Sumber data Sekunder 
Berasal dari dokumen-dokumen resmi, berkas perkara, buku-
buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penulisan hukum ini, 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Studi Lapangan (Field Research) 
 Yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek 
penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung, untuk 
memperoleh data yang valid. Dalam penelitian ini teknik yang 
digunakan adalah : 
1. Wawancara ( Interview ) 
Wawancara adalah :      “ proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab dengan 
bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan 
si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 
dinamakan panduan wawancara ( Interview guide)” ( Moh. 
Nasir, 1988 : 102 ). 
  Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan 
data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi 
secara langsung dari keterangan Hakim di Pengadilan 
Negeri Wonogiri yaitu  Eddy Wibisono, S.H. SE. MH. dan 
Linn Carrol Hanadi, S.H.  serta Panitera yaitu Moerdiwanto, 
S.H. M.H. Keterangan dan informasi diperoleh secara 
langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri 
Wonogiri.   
b. Studi kepustakaan ( Library Research ) 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan 
membaca, mengkaji, serta, mempelajari berkas perkara 
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penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian 
dalam perkara kecelakaan lalu lintas, buku-buku referensi, 
peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 
 
6. Teknik Analisis Data 
Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena tahap ini 
data yang sudah terkumpul akan dianalisa guna menjelaskan masalah 
yang telah dikemukakan diatas. 
Dalam penelitian ini digunakan, analisa data dengan pendekatan 
secara kualitatif. Analisa Kualitatif adalah :  “ Suatu cara penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata-
nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh “ ( Soerjono 
Soekanto, 1982 :250 ). 
Soerjono Soekanto selanjutnya menambahkan, bahwa seorang 
peneliti yang menggunakan metode kualitatif, tidak semata-mata 
bertujuan mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga untuk mamahami 
kebenaran tersebut. Analisa dengan metode kualitatif tidak hanya 
terbatas pada pengumpulan data saja, tetapi juga mengenalkan dan 
menginterpretasikan data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan 
secara teoritis maupun pemikiran logis yang yang pa akhirnya sampai 
pada kesimpula yang didasarkan atas penelitian data. 
Mengingat data yang diperoleh bersifat kualitatif, maka analisa data 
yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan model interaktif. 
Model analisa ini memerlukan tiga komponen yaitu reduksi data, sajian 
data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan 
proses siklus sehingga data yang terkumpul benar-benar mewakili dan 















Bagan 1. Teknis Analisis Data ( H.B.Sutopo, 2002 : 96 ) 
 
Model analisa seperti diatas merupakan suatu siklus yang saling 
berhubungan dan melengkapi. Dimulai dengan pengumpulan data, dimana 
penulis dalam mengumpulkan data diperoleh dengan membaca kemudian 
mencatat berkas perkara penggabungan perkara pidana dengan gugatan 
ganti rugi dalam perkara kecelakaan lalu lintas, melakukan wawancara 
dengan hakim serta panitera maupun panitera pengganti di Pengadilan 
Negeri Wonogiri. Selain itu penulis juga mempelajari peraturan perundang-
undangan, buku-buku ilmiah dan bahan hukum yang lainnya, yang 
berkaitan dengan masalah penggabungan perkara. Kemudian data diseleksi, 
disederhanakan dengan membuang hal-hal yang tidak relevan lalu 
diadakan penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi data untuk 
ditarik kesimpulan berdasar data yang telah diperoleh. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Kerangka skripsi bagi penulis akan memberikan gambaran yang sangat 
jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian skripsi, sehingga 
diharapkan akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud 
penulisan skripsi secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai berikut : 
Pengumpulan 
data 




BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan penulis akan mengemukakan 
mengenai latar   belakang masalah, yaitu mengenai 
dimungkinkan adanya penggabungan perkara pidana 
dengan gugatan ganti kerugian, dimana dalam penulisan 
skripsi ini penulis mengambil contoh perkara yaitu 
perkara kecelakaan lalu lintas, tujuan pembatasan masalah 
agar data yang diperoleh tidak menyimpang dari 
permasalahan dan lebih terarah, perumusan masalah yang 
bertujuan mengarahkan pada masalah pokok agar jelas, 
tujuan penelitian yang dibedakan menjadi tujuan objektif 
dan tujuan subjektif, manfaat penelitian yang meliputi 
jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, 
teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika 
penelitian. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam Tinjauan pustaka penulis akan mengemukakan 
tentang kekuasaan kehakiman, hukum acara pidana, 
gugatan ganti kerugian, dan penggabungan perkara pidana 
dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan 
lalu lintas. 
BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas tentang prosedur 
penggabungan perkara pidana demngan gugatan ganti rugi 
dalam perkara kecelakaan lalu lintas serta hambatan-
hambatan yang terjadi. 
BAB IV   : PENUTUP 
Sebagai penutup dari penelitian ini, akan disajikan 
jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan serta 
kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan 



































      TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman 
a) Pengertian Kekuasaan kehakiman 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
Penyelenggaraan kekeuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004, diserahkan kepada badan-badan peradilan dan 
ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, 
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya. 
 
b) Badan-badan Peradilan 
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan : 
1. Peradilan Umum 
2. Peradilan Agama 
3. Peradilan Militer 
4. Peradilan Tata Usaha Negara 
Mahkamah Agung merupakan Pengadilan tertinggi, terhadap putusan-
putusan yang diberikan peda tingkat terakhir oleh badan-badan peradilan selain 
Mahkamah Agung, maka dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Badan-
badan peradilan melaksanakan peradilan secara organisatoris, adsministratif, dan 
finansial dan berada di bawah Departemen yang bersangkutan, sedangkan untuk 
Mahkamah Agung memiliki organisasi, adsministrasi, dan keuangan sendiri. 
Badan-badan Peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah 




2. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana 
a) Pengertian Hukum Acara Pidana 
KUHAP tidak memberikan definisi mengenai Hukum Acara Pidana, tetapi 
memberikan definisi mengenai bagian-bagiannya, seperti penyidikan, 
penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, 
penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain, diberikan 
definisi dalam Pasal 1. Acara pidana itu dijalankan jika terjadi tindak pidana, hal 
ini dapat disimpulkan dari kata-kata membuat terang tindak pidana yang terjadi. 
Hal inilah yang tidak disetujui oleh Van Bemmelen, karena menurutnya 
mungkin saja acara pidana dapat berjalan tanpa terjadi delik ( tindak pidana ). 
 
Definisi Van Bemmelen mengenai Hukum Acara Pidana, dalam Andi 
Hamzah, adalah sebagai berikut : 
“ Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan 
oleh Negara, karena terjadinya pelanggaran Undang-Undang pidana, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran 
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu 
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 
pembuat dan kalau perlu menahannya 
4. Mengumpulkan bahan-bahan  bukti ( Bewijsmateriial ) yang telah 
diperoleh pada penyelidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada 
hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut 
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan 
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu dijatuhkan pidana 
atau tindakan tata tertib 
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut 





Tujuan hukum acara pidana adalah antara lain untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu tindak pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan 
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 
pelanggaran hukum, untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak 
pidana telah dilakukan dan apakah orang-orang yang didakwa itu dapat 
dipersalahkan ( Andi Hamzah, 1996 : 6 ). 
 
b) Asas-asas hukum acara pidana 
1. Asas Peradilan cepat, sederhana, dan  biaya ringan 
Dalam hal ini termasuk adanya penggabungan perkara dan istilah      
“ satu kali duapuluh empat jam “. Pencantuman peradilan cepat ( constante 
justitie, speedy trial ) di dalam KUHAP cukup banyak diwujudkan dalam 
istilah “ segera “ itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan 
yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-
Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004. 
Peradilan cepat ( terutama untuk menghindari penahanan yang lama 
sebelum ada putusan hakim ) merupakan bagian dari hak-hak asasi 
manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang 
ditonjolkan di dalam Undang-undang tersebut. 
 
2. Asas Praduga tak bersalah ( Presumption Of Innocence ) 
Asas ini disebut dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum 
butir 3c KUHAP yang berbunyi : “ Setiap Orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dan atau dihadapkan dimuka sidang wajib dianggap tidak bersalah 
sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 





Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan khusus yang beri 
wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut 
Penuntut Umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum 
sebagai monopoli , artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini 
disebut dominus litis ditangan penuntut Umum atau Jaksa. 
 
4. Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum 
 
5. Asas Persamaan di muka sidang 
Hal ini terdapat dalam Pasal 5 KUHAP yang berbunyi : “ Pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang “. Untuk 
itu sering dipakai bahasa sansekerta “ Tan Dharma Manrua “ yang 
dijadikan moto Persaja ( Persatuan Jaksa ). 
 
6. Asas Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap 
Ini berarti bahwa Pengadilan mengambil keputusan salah tidaknya 
terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk 
jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara. Ini 
disebut dalam Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman Pasal 31. 
 
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum 
 
8.    Asas Akusator dan Inkisitor ( Accusatoir dan Inquisitoir ) 
Kebebasan memberi dan mendapat nasehat hukum menunjukan 
bahwa dalam KUHAP telah dianut asas akusator. Asas ini berarti tersangka 
dipandang sebagai obyek pemeriksaan. 
 




c) Proses Penyelesaian Perkara pidana 
1. PENYELIDIKAN ( Pasal 102 KUHAP ) 
Adapun pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP : 
Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam UU.” 
 
Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-undang No. 11 
Pnps tahun 1963 tentang pemberantasan subversi, tetapi tidak diatur atau 
ditegaskan pengertiannya. Maksud pemeriksaan ini supaya penuntut umum 
dapat mempertimbangkan benar tidaknya pelanggaran hukum pidana. Jadi 
perlu diselidiki segala unsur-unsur yang menetapkan bahwa suatu 
perbuatan itu benar-benar merupakan tindak pidana. Penyelidikan 
merupakan tindakan yang mendahului penyidikan akan tetapi sebenarnya 
juga menyatu dengan penyidikan. 
 
2. PENYIDIKAN ( Pasal 106 KUHAP ) 
Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, 
ialah sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok 
Kepolisian      ( UU No. 2 Tahun 2002 ). Sebelumnya dipakai “pengusutan” 
yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “opsporing”. Adapun 
pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP ialah : “ 
Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 
dan guna menemukan tersangkanya.” 
 
Setelah dilakukan penyidikan maka orang yang disangka 
melakukan tindak pidana itu dapat ditangkap berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup. Menurut SK Kapolri No. Pol. SKEEP/04/1/1982 menentukan 
bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan 
keterangan dan data, diantaranya : 
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1. Laporan Polisi 
2. Berita Acara Pemeriksaan di TKP 
3. Laporan Hasil Penyelidikan  
4. Keterangan Saksi 
5. Barang Bukti 
 
Dalam penyidikan terdapat beberapa tahap yang merupakan bagian 
dari pelaksanaan penyidikan, adapun tahap-tahapnya adalah sebagai 
berikut : 
a. Penangkapan 
Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan 
adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangangan sementara waktu 
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam UU ini. 
b. Penahanan 
Setelah tersangka ditangkap maka dapat dilakukan penahanan. 
Adapun pengertian penahanan adalah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 
21 jo pasal 20 KUHAP : 
“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat 
tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal serta menurut cara-cara yang diatur dalam 
Undang-undang ini.” 
Alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa 
menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu : 
a. dikhawatirkan melarikan diri 
b. dikhawatirkan akan merusak / menghilangkan barang bukti 
c. dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi. 
Penahanan terhadap tersangka dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 
penahanan rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan 
kota. ( Pasal 22 ) 
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c. Penggeledahan ( Pasal 32 KUHAP ) 
Adakalanya untuk mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan 
dengan suatu tindak pidana, penyidik harus memeriksa suatu tempat 
tertutup atau badan seseorang, hal inilah yang dimaksud dengan 
penggeledahan. 
Penggeledahan dibagi menjadi dua : 
1. Penggeledahan rumah, adalah tindakan penyidik untuk memasuki 
rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan 
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang          
( Pasal 1 butir 17 KUHAP ). 
2. Penggeledahan badan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk 
mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka, untuk 
mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya 
serta untuk disita ( Pasal 1 butir 18 KUHAP ). 
 
d. Penyitaan ( Pasal 38  KUHAP ) 
Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian 
tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak 
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, 
dan peradilan. 
 
Apabila ternyata bahwa barang bukti tersebut tidak ada 
hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut 
dikembalikan pada pemiliknya. Dan apabila perkara telah selesai diputus, 
maka benda sitaan ditentukan kemana dikembalikan atau dimusnahkan. 
Apakah kepada pemiliknya atau dirampas untuk kepentingan Negara atau 




3. PENUNTUTAN ( Pasal 137 KUHAP ) 
Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka penyidik lalu 
melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum. Pelimpahan perkara 
ini berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari 
penyidik kepada penuntut umum disertai dengan menyerahkan tersangka / 
terdakwa bersama berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum. 
Setelah menerima pelimpahan perkara itu, maka penuntut umum menunjuk 
jaksa peneliti untuk perkara tersebut. Jaksa peneliti inilah yang melakukan 
penelitian atas berkas perkara dan menentukan apakah tersangka perlu 
ditahan atau tidak, serta apakah hasil penyidikan telah cukup atau belum     
( Pasal 110 KUHAP ). Dalam meneliti berkas perkara apakah sudah 
memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. 
Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan dapat 
dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya membuat surat 
dakwaan. ( Pasal 140 ayat (1) KUHAP ). KUHAP tidak mengatur berapa 
kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik 
didalam praktek jarang sekali penuntut umum memutuskan menghentikan 
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
ternyata bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, sesuai 
ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. 
 
Seandainya penuntut umum menghentikan penuntutan, maka hal itu 
harus dituangkan dalam surat ketetapan dan diberitahukan kepada 
tersangka dan apabila ia berada dalam lingkungan tahanan maka ia wajib 
segera di bebaskan. Penghentian penuntutan ini tidak tertutup kemungkinan 
bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka 
apabila dikemudian hari ternyata ada alasan baru. Alasan baru itu diperoleh 
penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, 
saksi, benda, atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat       
( penjelasan Pasal 140 huruf d KUHAP ). 
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4. PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN 
Setelah Pemeriksaan selesai, maka Penuntut Umum melimpahkan 
perkaranya ke Pengadilan. 
Pemeriksaan sidang Pengadilan terdiri dari : 
1. Panggilan terhadap terdakwa dan saksi 
2. Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili 
3. Proses pemeriksaan sidang 
4. Pemeriksaan saksi 
5. Tanggapan 
6. Pemeriksaan Terdakwa 
7. Pemeriksaan terhadap barang bukti 
8. Pemeriksaan di muka sidang dianggap selesai ( Kuffal, 2005 : 341 ) 
 
Ada dua sistem pemeriksaan dalam penyelesaian perkara di 
Pengadilan : 
a. Sistem Accusatoir 
Adalah tersangka atau terdakwa diakui sebagai subyek 
pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk 
melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang 
ditujukan atas dirinya. 
Pemeriksaan Accusatoir dilakukan dengan pintu terbuka, 
artinya semua orang dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan 
ini. 
b. Sistem Inquisitoir 
Adalah tersangka atau terdakwa dianggap sebagai obyek 
pemeriksaan. Pemeriksaan Inquisitoir dilakukan dengan pintu 
tertutup, artinya tersangka atau terdakwa tidak mempunyai hak 
untuk membela diri. 
 
Dalam hal pengadilan negeri berpendapat atas surat pelimpahan 
perkara termasuk wewenangnya maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk 
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hakim yang akan menyidangkan. Pengadilan Negeri baru dapat 
menyidangkan perkara apabila suatu perkara telah dilimpahkan oleh 
Penuntut Umum dengan permohonan untuk diadili ( Pasal 137 KUHAP ).                                                                                   
Dalam prosedur persidangan telah dipenuhi, dimana Pengadilan Negeri 
yang akan mengadili suatu perkara ternyata berwenang untuk mengadili 
suatu perkara itu karena terhadap perkara itu tidak ada keberatan / 
perlawanan dari terdakwa / atau penasehat hukumnya maupun penuntut 
umum, maka hakim ketua sidang dapat melakukan pemeriksaan sampai 
perkara diputus olehnya  ( Moch. Faisal salam, 2001 : 278 ). 
 
Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KUHAP, maka perkara 
yang diajukan kepada Pengadilan terdiri atas tiga jenis sistem pemeriksaan, 
yaitu : 
1. Acara Pemeriksaan Biasa, yang diatur dalam Pasal 152 s/d 202 
2. Acara Pemeriksaan Singkat, yang diatur dalam Pasal 203 s/d 204 
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang diatur dalam Pasal 205 s/d 216 
Acara Pemeriksaan cepat diperinci lagi menjadi : 
1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ( Pasal 205 s/d 210 ) 
2. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu lintas ( Pasal 211 s/d 
216 ) 
 
Pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, dalam hal 
ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Alat bukti yang sah adalah : 
1. keterangan saksi 




5. keterangan terdakwa 
 
Untuk keputusan Hakim terdapat tiga macam yaitu : 
1. Pemidanaan : Dijatuhkan bila Hakim benar-benar 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti 
bersalah 
2. Pembebasan : Dijatuhkan apabila kesalahan dari terdakwa 
tidak terbukti 
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum : Dijatuhkan bila 
perbuatan terdakwa terbukti, tapi bukan merupakan Tindak 
Pidana. 
 
Setelah proses pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut maka 
dicatat dalam buku “ Himpunan Putusan “ yang disediakan secara khusus 
yang sifatnya rahasia. Satu hal yang perlu diketahui pemberian putusan 
pidana oleh hakim berdasarkan perkara pidana yang dilakukan. 
Bila terdakwa telah menerima putusan, maka berarti sejak putusan 
dijatuhkan terdakwa beralih status menjadi terpidana dan putusan Hakim 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi bila terdakwa menolak 
putusan berarti terdakwa telah menggunakan upaya hukum untuk naik 
banding. 
 
5.  PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ( BAB XIX KUHAP ) 
Pelaksanaan putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 270 KUHAP, 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera pengadilan mengirimkan 
salinan surat putusan kepadanya. Dalam hal pidana mati pelaksanaannya 
dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang 
tersendiri. Jika terpidana dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan 
kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang 
dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai 
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dengan pidana yang dijatuhkan lebih dulu. Jika putusan pengadilan 
menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana waktu diberikan 
jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam 
putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, namun 
dalam hal tertentu maka jangka waktu pembayaran denda dapat 
diperpanjang. 
 
Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti 
dirampas untuk Negara, selain pengecualian dalam hal tertentu kepada 
kantor lelang Negara dan dalam jangka waktu tiga bulan untuk dijual 
lelang, yang hasilnya dimasukan ke kas Negara untuk dan atas nama jaksa. 
Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan ganti kerugian, maka 
pelaksanaannya dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata. Apabila 
lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan 
atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka bersama-sama secara 
seimbang. 
 
3. Tinjauan Tentang Gugatan Ganti Kerugian 
a) Pengertian Ganti Kerugian 
Ganti kerugian berhubungan dengan masalah hak asasi manusia, karena 
ganti kerugian merupakan salah satu upaya penegakan hak asasi manusia. Hak 
asasi manusia merupakan salah satu hal yang tidak terpisahkan dan melekat pada 
diri manusia sejak manusia itu lahir kedunia. Dalam HIR belum mecerminkan 
serta menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sedangkan 
KUHAP lebih mengutamakan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia, karena hak-hak asasi manusia dijadikan salah satu landasan pokok serta 
menjiwai KUHAP. 
 
Adanya jaminan didalam perlindungan hukum acara pidana terhadap hak-
hak asasi manusia mempunyai arti penting karena sebagian besar rangkaian 
proses acara pidana ini adalah menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak 
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asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan 
penghukuman yang pada hakikatnya adalah pembatasan-pembatasan terhadap 
hak-hak asasi manusia, akan tetapi bukanlah berarti hukum acara pidana itu 
dapat dicap dengan begitu saja sebagai ketentuan hukum yang selalu membatasi 
masalah hak asasi manusia ( Abdurrahman, 1980 : 52 ). 
 
Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, bila dikaitkan 
dengan KUHAP. Maka dapat dilihat misalnya mengenai tindakan upaya paksa 
terhadap seseorang tidak dapat lagi dilakukan secara sewenang-wenang, 
mengingat pelaksanaan upaya tersebut akan mengurangi hak-hak kebebasan 
manusia yang telah diakui secara universal, baik didalam “ Universal 
Declaration Of Human Rights “, ataupun didalam “ Internasional Convenant On 
Civil and Political Rights “ serta sesuai dengan ciri-ciri Negara hukum 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia ( Djoko Prakoso, 1998 : 14 ). 
 
b) Sistem Ganti Kerugian 
Ganti kerugian yang diuraikan dalam buku “ Conpensation Of The Victim 
Of Crime “ yang kemudian dijabarkan dalam sebuah buku pedoman pelaksanaan 
KUHAP, ( Departemen Kehakiman republik Indonesia, 1982 : 139 ) 
membedakan sistem ganti kerugian menjadi lima, yaitu : 
 
1. Ganti Kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur 
perdata 
Melalui prosedur perdata semua jenis kerugian yang diderita 
korban, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dapat 
dituntut pemenuhannya. Korban perbuatan pidanapun dapat 
mengunakan prosedur perdata untuk menuntut ganti kerugian yang 
dialaminya. Tetapi ada satu hal dengan prosedur perdata ini yang akan 
menjadi pertimbangan bagi pihak penggugat menjadi segan dan malas 
dikarenakan penyelesaiannya biasanya sering memakan waktu yang 
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lama, sehingga dengan sendirinya akan memakan waktu dan biaya 
yang cukup banyak. Waktu yang lama dan biaya yang semakin besar 
dengan sendirinya tidak dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, 
sederhana, dan biaya yang murah. Suatu gugatan perdata yang 
disebabkan oleh tuntutan perdata bukan saja perbuatan hukum yang 
dilakukan sendiri tetapi juga bisa dituntut perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh orang lain yang merupakan asuhannya, dibawah 
pengawasannya, bawahan dalam pekerjaan, dan sebagainya. 
Dalam hubungannya dengan penulisan ini, maka perbuatan 
melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum 
yang berhungan dengan perkara pidana, yang akibat dari perbuatan itu 
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan berdasarkan ketentuan 
Pasal 1365 KUHPerdata pelaku kerugian dapat digugat untuk 
mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut. 
“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan oleh perbuatannya tetapi juga untuk perbuatan yang 
dilakukan karena kelalaiannya atau ketidak hati-hatiannya. Selain itu 
setiap orang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk perbuatan 
orang lain yang berada dibawah pengampuannya atau orang dibawah 
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada 
dibawah pengawasannnya 
 
  Dalam hal ini adalah : 
1. orang tua maupun wali, yang bertanggung jawab 
atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak 
yang belum dewasa yang berada di bawah 
pengawasannya 
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2. majikan-majikan dan mereka yang mengangkat 
orang lain untuk mewakili urusannya, dalam hal 
ini apabila  orang yang ditunjuk untuk mewakili 
dalam menjalankan tugasnya, urusan itu sendiri, 
barang-barang yang dipergunakan untuk 
melaksanakan urusannya itu maupun hal lain 
mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka 
majikanlah yang bertanggung jawab atasnya. 
3. guru-guru sekolah, yang bertanggung jawab atas 
perbuatan muridnya yang merugikan orang lain 
dalam hal murid masih berada di bawah 
pengawasanya, maupun melaksanakan 
perintahnya. 
Tanggung jawab tersebut baru dapat dinyatakan berakhir 
apabila kerugian yang diakibatkan secara nyata tidak dapat dicegah 
oleh orang yang bertanggung jawab untuk itu. Pada sistem ini diadakan 
pemisahan antara ganti kerugian dengan perkara pidananya. Perbuatan 
pidana dipandang semata-mata sebagai kejahatan terhadap kepentingan 
umum sedang kepentingan korban sebagai individu diselesaikan secara 
perdata. 
 
2. Ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana 
Melalui prosedur pidana korban dapat mengajukan tuntutan 
pidananya dan juga meminta ganti kerugian atas perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dengan adanya prosedur pidana 
korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian secara terpisah 
dan hal ini dikenal dengan penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian jadi dalam waktu yang bersamaan gugatan ganti kerugian 
akan diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan putusan 
perkara pidananya, dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya 
yang dikeluarkan. Berhubungan dengan prosedur pidana untuk 
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menggugat ganti kerugian, ada baiknya diikuti dari Departemen 
Kehakiman yang pokoknya adalah perlindungan terhadap korban 
tindak pidana ini diberikan dengan mempercepat proses untuk 
mendapat ganti kerugian yang dideritanya. Ialah dengan 
menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk 
mendapat ganti kerugian yang pada hakekatnya merupakan suatu 
perkara perdata dan yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata 
dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya. 
Meskipun ada sistem ini, ada pemisahan antara kepentingan 
umum dengan kepentingan individu, tetapi korban tetap mendapatkan 
ganti kerugian dan dapat menuntut pelaku kejahatan seperti yang 
terdapat pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP yaitu penggabungan perkara 
pidana. 
 
3. Ganti Kerugian yang sifatnya perdata tapi terjalin dengan sifat pidana 
dan diberikan pada prosedur pidana. 
Pada sistem ini ganti kerugian ditentukan oleh Pengadilan dalam 
bentuk : 
a. Pidana Pengganti ( Misalnya dalam tindak pidana korupsi ) 
b. Dengan pembayaran ganti kerugian kepada korban, tetapi 
perkaranya tidak dituntut. 
 
4.  Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur 
pidana tetapi pembayarannya menjadi tanggung jawab Negara, tetapi 
Negara dapat meminta kembali ( reimburse ) dari terpidana. 
 
5.  Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur 
pidana 
Sistem kelima ini tidak termasuk prosedur perdata maupun 
prosedur pidana. Persedur ini diterapkan karena korban adalah orang 
yang sangat membutuhkan sedang terpidana juga orang tidak mampu, 
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sehingga Negara mengambil alih tanggung jawab dengan mengganti 
kerugian yang menjadi beban terpidana, sistem ini berlaku di Swiss. 
 
Dari berbagai sistem ganti kerugian yang ada, tampaknya 
Indonesia lebih menganut sistem yang pertama, yaitu ganti kerugian 
yang bersifat perdata diberikan pada prosedur perdata, juga sistem yang 
kedua yaitu ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan pada 
prosedur pidana. 
 
4. Tinjauan Tentang Penggabungan Perkara Pidana Dengan Gugatan 
Ganti Kerugian 
a) Pengertian Penggabungan Perkara 
Dari penjelelasan Pasal 98 ayat (1) dapat diketahui bahwa maksud 
penggabungan perkara adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu 
ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana 
yang bersangkutan. Gugatan ganti kerugian yang dimaksud dalam 
pengertian Pasal 98 KUHAP berbeda dengan apa yang dimaksud oleh 
Pasal 95 KUHAP tentang ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian yang 
dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP, adalah suatu gugatan ganti kerugian 
yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana. Jadi dapat dimengerti 
bahwa gugatan ganti kerugian dalam hal ini adalah bersifat assesoir. 
 
Perhatian KUHAP terhadap korban tindak pidana berupa 
mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya 
sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan menggabungkan perkara 
pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya 
merupakan perkara perdata. Bahwa tuntutannya yang diajukan terbatas 
pada tuntutan ganti kerugian yang bersifat materiil, yaitu seperti pendapat 
M. Yahya Harahap : 
“……….pemisahan antara ganti kerugian yang bersifat materiil dan 
immaterial barangkali didasarkan pada pemikiran bahwa ganti kerugian 
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materiil adalah sedemikian mudahnya untuk diperiksa dan dibuktikan. Lain 
halnya dengan kerugian yang immaterial, pemeriksaan dan pembuktiannya 
ialah sangat sulit sehingga diperkirakan akan menghambat kelancaran 
pemeriksaan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara 
pidananya “( M, Yahya Harahap, 1985 : 606 ). 
 
Istilah Ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHAP berbeda  pengertian 
dengan Ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP. Ganti kerugian dalam 
Pasal 95 KUHAP dimaksudkan sebagai akibat perbuatan dari aparat, 
karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili, atau dikenakan tindakan 
lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Disini dibedakan 
antara tuntutan ganti kerugian karena perkaranya tidak diajukan ke 
Pengadilan, dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke 
Pengadilan. 
 
Apabila perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan, baik karena tidak 
terdapat cukup bukti atau karena perkara tersebut bukan merupakan tindak 
pidana sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, 
penahanan, dan tindakan-tindakan secara melawan hukum, maka tuntutan 
tersebut diperiksa dan diputus oleh pra-peradilan. Sedangkan Tuntutan 
ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan maka 
permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan diputus oleh 
Hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Dalam hal Ketua Pengadilan 
sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang 
bersangkutan. Hal ini dimaksudkan karena hakim yang sama yang telah 
mengadili perkara tersebut lebih memahami atas perkara yang menjadi 
pokok perkara ( Hari Sasangka, 2003 : 125 ).    
 
Sedangkan Ganti Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP 
adalah suatu gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu 
tindak pidana. Jadi dapat dimengerti bahwa gugatan ganti kerugian dalam 
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hal ini bersifat assesoir dari perkara perkara pidana, selain itu putusan ganti 
kerugian juga assesoir dengan putusan perkara pidana, maksudnya adalah 
putusan ganti kerugian mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa 
segi. Ketergantungan atau sifat assesoir yang dimiliki putusan perkara 
penggabungan meliputi dua segi : 
1. Kekuatan hukum tetap putusan ganti kerugian ditentukan kekuatan 
hukum tetap putusan pidananya  
Dalam hal ini seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan 
perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, 
tetapi bergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan 
perkara pidana. Dalam rangkaian ini, Pasal 99 ayat (3) menegaskan : 
“ Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat 
kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah mendapat 
kekuatan hukum tetap. “ Selama putusan pidananya belum memperoleh 
kekuatan hukum tetap, selama putusan itu pula putusan ganti kerugian 
belum memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
2. Dari Segi Pemeriksaan banding 
Dalam segi inipun, putusan gugatan ganti kerugian tidak dapat berdiri 
sendiri dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Dari 
ketentuan Pasal 100 ayat ( 1 ) disimpulkan : 
a. Dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana     
“ dengan sendirinya “ membawa akibat permintaan dan 
pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian. 
Sekalipun terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan 
banding atas putusan perkara  pidananya saja, hal itu tidak 
mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti 
kerugian. Menurut Pasal 100 ayat (1), dengan adanya permintaan 
banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan perkara 
pidana dengan gugatan ganti kerugian ( perdata dan pidana ), 
dengan sendirinya permintaan banding tersebut meliputi terhadap 
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putusan perkara perdatanya. 
b. Sebaliknya, tanpa ada permintaan banding terhadap putusan perkara 
pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan 
banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja. Pasal 100 
ayat ( 2 ) “ tidak memperkenankan “ seorang terdakwa dalam 
penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding 
atas putusan perdatanya saja ( Yahya Harahap, 2005 : 83 ) 
 
Putusan mengenai ganti kerugian mendapat kekuatan hukum tetap 
apabila putusan pidananya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal 
ini sebenarnya merugikan pemohon penggabungan perkara ganti kerugian, 
apabila jumlah ganti kerugian yang dikabulkan tidak sesuai. Oleh karena 
itu harus dipikirkan apakah tidak sebaiknya suatu kerugian diajukan 
dengan gugatan perdata tersendiri setelah perkara pidananya diputus oleh 
hakim. Karena apabila ganti kerugian tersebut di putus tidak sesuai dengan 
kehendak, bisa dilakukan upaya hukum banding dan kasasi ( Hari 
Sasangka, 2003 : 135 ). 
 
Penggabungan pemeriksaan dan putusan ganti kerugian dengan 
perkara pidana sekaligus, sesuai dengan “ asas keseimbangan “ yang 
digariskan KUHAP, tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan 
martabat terdakwa saja, tetapi juga memberi perlindungan kepada 
kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah 
menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa. 
 
b) Maksud dan Tujuan Penggabungan Perkara 
Maksud dan tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
dengan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam Bab XIII menurut 
penjelasan Pasal 98 ayat (1) : “ Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu 
ketika yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana 
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yang bersangkutan”.  Selain itu menurut M. Yahya Hararap adalah : 
• Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan 
gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna 
yang terkandung dalam asas peradilan sederhana, cepat, biaya 
murah. 
• Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti 
kerugian tanpa melalui proses gugatan biasa. Serta tidak diharuskan 
menunggu putusan pidana baru mengajukan gugatan ganti kerugian 
melalui gugatan perdata biasa. Dengan demikian penggabungan 
gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat 
dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin 
mendapat pembayaran ganti kerugian.  
 
Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diminta korban atau 
orang yang dirugikan kepada terdakwa, ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2), 
yakni hanya sepanjang tuntutan ganti kerugian materiilnya saja. Dari 
ketentuan pasal tersebut, putusan hakim hanya sebatas pengabulan              
“ Penggantian biaya “ yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. 
Besarnya ganti kerugian yang dapat diputuskan oleh hakim dalam 
penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian terbatas jumlah “ kerugian 
nyata “ atau kerugian materiil “. Diluar kerugian nyata, seperti kerugian 
yang bersifat immaterial, tidak dapat diajukan dalam penggabungan 
perkara tuntutan ganti kerugian. Seandainya ganti kerugian yang bersifat 
immaterial tersebut diajukan dalam gugatan maka “ Tidak Dapat Diterima“ 
( niet onvankelyk ). Sehingga dalam hal penggabungan perkara gugatan 
ganti kerugian, hakim harus memperhatikan dan memisahkan dengan 
cermat antara kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat 
immaterial. Yang dapat dikabulkan hanya sepanjang ganti kerugian nyata. 
Sedang ganti kerugian immaterial, harus diajukan ke Pengadilan melalui 
proses acara perdata biasa. Pemisahan antara ganti kerugian materiil dan 
immaterial didasarkan pada pemikiran, bahwa ganti kerugian materiil 
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sedemikian rupa mudah untuk diperiksa dan dibuktikan. Lain halnya 
dengan kerugian immaterial, pemeriksaan dan pembuktiannya sulit, 
sehingga diperkirakan akan menghambat kelancaran pemeriksaan perkara 
pidana yang bersangkutan, jika dalam pemeriksaan itu digabung dengan 
tuntutan ganti kerugian. 
 
c) Waktu Pengajuan 
Gugatan ganti kerugian dapat diajukan dalam penggabungan 
perkara pemeriksaan pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (2), yang 
menetapkan saat pengajuan gugatan kerugian dalam penggabungan : 
• dalam pemeriksaan perkara “ acara biasa “ dan “ acara singkat “( 
sumir ) dimana jaksa sebagai penutut umum hadir di Persidangan, 
gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan “ selambat-lambatnya 
sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana ( requisitor ) 
• dalam hal penuntut umum tidak hadir dalam acara pemeriksaan 
perkara     “ acara cepat” dan pemeriksaan perkara “ lalu lintas jalan 
“, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya “ 
sebelum hakim menjatuhkan putusan “. 
 
Disamping ketentuan batas waktu yang diatur dalam Pasal 98 ayat 
(2) hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 99 ayat (1). Yang 
menegaskan bahwa : 
“ Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya 
pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka 
Pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili 
gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman 
penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan 
tersebut ”. 
 
Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim harus berpedoman 
ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan ganti kerugian, 
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sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan kewenangan memeriksa 
gugatan baik ditinjau dari kompetensi absolute, terutama dari segi 
kompetensi relative. Sehubungan dengan masalah kewenangan ditinjau 
dari segi hukum acara perdata, hakim harus meneliti lebih seksama tempat 
tinggal atau tempat kediaman terdakwa. Karena sesuai dengan kompetensi 
relative, dalam hukum acara perdata, pada pokoknya didasarkan pada 
tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Yang berwenang untuk 
memeriksa dan memutus gugatan perdata, pada prinsipnya adalah 
Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau tempat kediaman tergugat. 
Apabila terdakwa yang diadili perkara pidananya disidangkan pada 
Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya, 
tuntutan ganti kerugian secara penggabungan perkara tidak dapat diperiksa 
oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan atas alasan tidak berwenang 
untuk memeriksa, yang berwenang untuk memeriksa ialah Pengadilan 
Negeri tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa. 
 
d) Pertimbangan Pengadilan Negeri 
Selain dari masalah kewenangan yang diutarakan tersebut, 
Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan lagi hal-hal sebagai berikut : 
• tentang kebenaran dasar gugatan, apa benar ganti rugi yang diajukan 
merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa. Hakim mempertimbangkan sifat “ kausalitet “ 
atau hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa dengan kerugian yang diderita , sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1365 KUHPerdata. 
• demikian juga tentang besarnya jumlah penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan pihak yang dirugikan, benar-benar dapat dibuktikan oleh 
pihak penuntut atau yang menderita kerugian. 
• Kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut ( R. Soeparmono, 
2003 : 70 ). 
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B.  Kerangka Pemikiran   
 
Pelaksanaan Penggabungan Perkara Pidana Dengan Gugatan Ganti 
























Bagan 2. Kerangka Pemikiran 
 
Kecelakaan Lalulintas 














Diajukan Pada Majelis 
Hakim Pada Saat 
Persidangan Perkara 
Pidana 
Pada Panitera PN 
Putusan 





Berdasarkan bagan tersebut dapat dikemukakan., dalam hal terjadi kecelakaan lalu 
lintas maka akan terdapat kerugian yang pasti dialami oleh pihak yang merasa 
menjadi korban dan dirugikan. Bila terdapat gugatan ganti kerugian yang diajukan 
oleh pihak korban, maka akan terdapat dua proses persidangan. Dalam 
penggabungan perkara yang dapat digugat hanyalah terbatas pada kerugian 
materiil saja, jadi kerugian immaterial hanya dapat digugat pada acara peradilan 
perdata. Permohonan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian 
diajukan pada saat persidangan perkara pidana yang diajukan oleh pihak korban 
pada majelis hakim, atau secara tertulis diajukan kepada panitera pengadilan yang 
kemudian di ajukan kepada ketua majelis. Setelah semua persyaratan 
penggabungan perkara telah terpenuhi, maka proses pemeriksaan penggabungan 
perkara dilangsungkan. Pada putusan majelis hakim terdapat dua macam putusan, 
yaitu putusan perkara pidana dan putusan tentang gugatan ganti kerugian yang 


















  BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penggabungan Perkara Pidana Dengan Gugatan Ganti 
Kerugian Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri 
Wonogiri 
BAB III merupakan inti dari penelitian yang membahas hasil penelitian 
yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Wonogiri. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan, maka penulis dapat menganalisis dan menjawab 
permasalahan yang telah dirusmuskan oleh penulis mengenai pelaksanaan 
penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara 
kecelakaan lalu lintas, yaitu : 
 
1. Bagaimana pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan 
gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas ? 
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan 
penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian 
dalam perkara kecelakaan lalu lintas ? 
 
Sebagai dasar dalam membahas permasalahan tersebut, penulis telah 
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Wonogiri, yaitu dengan 
mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu 
lintas serta mengadakan wawancara dengan hakim dan Panitera maupun 
panitera pengganti yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri 
untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri 




1. KASUS POSISI 
KESATU : 
Bahwa Terdakwa MARYADI bin SARMO pada hari Rabu tanggal 19 Juli 
2006 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam 
bulan Juli 2006 bertempat di jalan jenderal Sudirman tepatnya di depan pasar 
Kota Wonogiri, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri 
karena salahnya perbuatan menyebabkan matinya orang. 
 
Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa Terdakwa MARYADI bin SARMO ketika mengemudikan 
kendaraan bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi H-8778-RR dalam perjalanan 
melewati depan pasar kota Wonogiri dari arah utara menuju selatan dengan 
kecepatan sekitar 60 Km/Jam dengan kondisi jalan lurus, datar, beraspal, 
pandangan bebas, sepi, selanjutnya dalam perjalanan itu Terdakwa mendahului 
tiga sepeda motor yang tidak dikenal sehingga posisi kendaraan yang 
dikemudikan Terdakwa berada di sebelah kanan marka jalan dan saat 
mendahului sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan adanya 
satu sepeda motor Honda Nomor Polisi AD-5351-YG yang melaju dari arah 
berlawanan yang dikemudikan Dini Kasanatun yang berboncengan dengan 
adiknya ( Muh Yamin Kaswanda ) dan akibatnya ketika jarak sudah sangat 
dekat Terdakwa menjadi sangat terkejut dan gugup/bingung sehingga tidak 
sempat lagi membanting setirnya kearah kiri untuk menghindari tabrakan, dan 
akibatnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor 
yang berjalan dari arah berlawanan itu dan berakibat pembonceng sepeda 
motor bernama Muh Yamin Kaswanda meninggal dunia, sesuai visum Et 
Repertum dari rumah Sakit Dr. Oen Solo Nomor : 656/SB/RM/IX/2006 
tanggal 05 september 2006 yang pada kesimpulannya menerangkan : 
- TRAUMA KEPALA BERAT ; 
- PATAH TULANG TENGKORAK ; 
- Kelainan tersebut karena benturan benda tumpul dan karena 
 56 
kelainan-kelainan tersebut terjadilah bahaya maut. 




Bahwa Terdakwa MARYADI bin SARMO  pada hari Rabu tanggal 19 Juli 
2006 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam 
bulan Juli 2006 bertempat di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan pasar 
kota Wonogiri, kecamatan/ Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri 
karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat. 
 
Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana terurai 
dalam dakwaan kesatu dan berakibat pengendara sepeda motor Honda No. Pol. 
AD-5351-YG yang diketahui bernama Dini Kasanatun menderita luka sesuai 
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit D. Oen Solo Nomor : 720/SB/IX/2006 
tanggal 20 September 2006 dengan kesimpulan : 
- Cidera kepala sedang ; 
- Pendarahan dalam otak ; 
- Patah tulang paha kiri dan patah tulang terbuka paha kanan ; 
- Luka lecet pada : muka, tangan, kaki kanan, dan kiri ; 
- Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena benturan benda 
tumpul. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
360 ayat (1) KUHP. 
 
2. KETERANGAN SAKSI 
SAKSI 1. KONDANG KUNCORO : 
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 jam 05.30 WIB saksi 
sudah berada ditempat kerjanya sebagai pengawas parkir di Pasar Wonogiri 
jalan jenderal Sudirman Wonogiri ; 
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- Bahwa benar, sekitar jam 05.30 WIB pada hari dan tanggal tersebut di atas, 
saksi melihat kecelakaan ( tabrakan ) antara sebuah mobil Toyota Kijang 
No. Pol. H-8778-RR yang datang dari arah Utara ke Selatan memotong 
jalan ( marka jalan ) ke kanan ( barat ), dengan sebuah sepeda motor Honda 
Legenda No. Pol. AD-5351-YG dari arah selatan ke arah Utara ; 
- Bahwa benar saksi melihat kecelakaan ( tabrakan ) dsengan mata 
kepalanya sendiri dalam jarak ± 10 m ( sepuluh meter ) ; 
- Bahwa benar, sebelum terjadinya kecelakaan itu, saksi mendengar suara 
klakson yang dibunyikan berulang-ulang dari mobil Toyota Kijang No. Pol 
H-8778-RR ; 
- Bahwa benar, suara klakson yang berulang-ulang itu menarik perhatian 
orang banyak yang ada di sekitar tempat itu termasuk dirinya ; 
- Bahwa benar, selain membunyikan klakson, lampu mobil Toyota Kijang 
tersebut dinyalakan berulang-ulang pula ; 
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan 
pengemudi mobil Toyota Kijang tersebut melakukan hal tersebut di atas ; 
- Bahwa benar, yang menabrak sepeda motor tersebut adalah mobil Toyota 
Kijang No. Pol H-8778-RR yang dikendarai Terdakwa Maryadi dengan 
kecepatan tinggi atau sekitar 70 km/jam ; 
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa maryadi alias Bagong ketika 
masih sama-sama berprofesi sebagai pengemudi mobil plat hitam                 
( ngandong ) ; 
- Bahwa benar, sepeda motor yang berjalan dari arah selatan kea rah utara itu 
dalam kecepatan normal ; 
- Bahwa benar, suara benturan yang disebabkan tabrakan itu terdengar 
sangat keras ; 
- Bahwa benar, korban tabrakan itu adalah seorang perempuan dan seorang 
laki-laki ; 
- Bahwa benar, pengemudi dan pembonceng sepeda motor ( perempuan ) 
bersama sepeda motornya terseret beberapa puluh meter ke arah utara 
sedangkan pembonceng ( laki-laki ) tergeletak di belakang mobil Toyota 
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Kijang tersebut ; 
- Bahwa benar, selanjutnya saksi mendatangi lokasi kecelakaan itu bersama 
orang-orang yang berada di tempat itu untuk memberikan pertolongan pada 
para korban ; 
- Bahwa benar, korban wanita tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri, 
terdapat luka dan berdarah ditubuhnya didekat sepeda motornya yang rusak 
parah ; 
- Bahwa benar, korban laki-laki tertelungkup juga dalam keadaan tidak 
sadarkan diri dan mulut, hidung serta telinganya mengeluarkan darah ; 
- Bahwa benar, selanjutnya kedua korban dibawa kerumah sakit guna 
mendapatkan pertolongan ; 
- Bahwa benar, saksi mendengar kabar bahwa korban laki-laki akhirnya  
meninggal dunia sedangkan korban wanita terselamatkan jiwanya ; 
- Bahwa benar, barang bukti berupa foto bergambar sepeda motor dalam 
keadaan rusak yang ditunjukan di depan persidangan adalah benar ; 
- Bahwa benar, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah 
membenarkannya : 
 
SAKSI  II. SURADJI : 
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 jam 05.00 WIB sudah 
berada di sekitar halaman parkir pasar Wonogiri jalan Jenderal Sudirman 
Wonogiri berjualan bubur ayam ; 
- Bahwa benar, tempat saksi berjualan bubur ayam tersebut adalah di selatan 
pintu masuk pasar ; 
- Bahwa benar, sekitar jam 05.30 WIB saksi dikejutkan suara klakson mobil 
Toyota Kijang yang dibunyikan berulang-ulang oleh pengemudinya ; 
- bahwa benar, semula saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan 
pengemudi mobil Toyota Kijang dengan plat No. Pol. H-8778-RR tersebut; 
- Bahwa benar selain membunyikan klakson pengemudi mobil Toyota 
Kijang tersebut juga menyalakan lampu mobilnya ; 
- Bahwa benar, mobil Toyota Kijang tersebut berjalan dari arah utara kearah 
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selatan dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan ( kearah kanan 
Barat ) 
- Bahwa benar, pagi itu jalan Jenderal Sudirman ( depan Pasar ) masih 
berlaku dua jalur ; 
- Bahwa benar, situasi di tempat terjadinya kecelakaan itu sebelumnya dalam 
keadaan sepi dan pandangan tidak terhalang asap, kabut, atau apapun ; 
- Bahwa benar, saksi melihat dengan mata kepalanya sendiri, mobil Toyota 
Kijang No. Pol. H-8778-RR yang datang dari arah berlawanan yakni dari 
arah Selatan Kearah berlawanan yakni dari arah selatan ke arah utara ; 
- Bahwa benar, sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang wanita dengan 
memboncengkan seorang laki-laki berjalan dari arah selatan kearah utara 
tersebut dalam kecepatan normal dan pada jalurnya ; 
- Bahwa benar, pembonceng sepeda motor tersebut berseragam sekolah ; 
- Bahwa benar, suara benturan yang disebabkan tabrakan itu terdengar 
sangat keras; 
- Bahwa benar, korban tabrakan itu adalah seorang perempuan dan seorang 
laki-laki ; 
- Bahwa benar, pengemudi dan pembonceng sepeda motor tersebut terpental, 
terjatuh, terseret dan terlindas setelah tertabrak mobil Toyota Kijang ; 
- Bahwa benar, selanjutnya saksi mendekati lokasi tabrakan itu untuk 
memberikan pertolongan pada para korban ; 
- Bahwa benar, saksi melihat korban wanita tergeletak dalam keadaan tidak 
sadarkan diri dengan banyak luka berdarah ditubuhnya di dekat sepeda 
motor yang sebelumnya dikendarainya, sedangkan korban laki-laki 
tertelungkup di belakang mobil Toyota Kijang No. Pol. H-8778-RR, tidak 
sadarkan diri dengan banyak darah yang keluar dari mulut, hidung, dan 
telinganya ; 
- Bahwa benar, pengemudi mobil Toyota Kijang tersebut tidak berusaha 
untuk ikut membantu korban ; 
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama beberapa orang yang berada di 
sekitar lokasi kecelakaan itu, membawa para korban tabrakan ke Rumah 
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Sakit Wonogiri guna mendapat pertolongan dan perawatan ; 
- Bahwa benar, saksi mendengar kabar bahwa korban laki-laki akhirnya 
meninggal dunia sedangkan korban wanita terselamatkan jiwanya ; 
- Bahwa benar, barang bukti berupa foto bergambar sepeda motor dalam 
keadaan rusak yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar ; 
- Bahwa benar, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya : 
 
SAKSI III. SAM’UD : 
- Bahwa benar, saksi adalah Petugas polisi ; 
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekitar jam 05.30 WIB 
sebelum bertugas di Polres Wonogiri, saksi mengantar sekolah anaknya ; 
- Bahwa benar, sepulangnya mengantar anak ke sekolah di daerah Pokoh 
Wonogiri dan hendak menuju ke tempat tugasnya, saksi melihat adanya 
kecelakaan antara sebuah mobil Toyota Kijang dan Sepeda Motor Honda 
Legenda ; 
- Bahwa benar, mobil Toyota Kijang berplat Nomor Polisi H-8778-RR 
sedangkan sepeda motor tersebut berplat Nomor Polisi AD-5351-YG ; 
- Bahwa benar, saksi kemudian mendekati lokasi kecelakaan dan melakukan 
tindakan yang seharusnya dilakukan seorang petugas Polisi yakni membuat 
gambar/manandai dengan menggunakan kapur, letak korban dan 
kendaraannya ; 
- Bahwa benar, yang menjadi korban kecelakaan ( tabrakan ) itu adalah 
pengendara dan pembonceng sepeda motor ; 
- Bahwa benar, korban tersebut seorang wanita dan seorang laki-laki ; 
- Bahwa benar, saksi melihat kedua korban dalam keadaan tidak sadarkan 
diri, korban wanita tergeletak di dekat sepeda motornya sedangkan korban 
laki-laki tertelungkup berada di belakang mobil Toyota Kijang tersebut ; 
- Bahwa benar, kedua korban mengalami luka yang cukup parah dan banyak 
mengeluarkan darah dari tubuhnya ; 
- Bahwa benar, setelah itu saksi memberikan pertolongan kepada para 
korban kecelakaan dengan meminta tolong pada pengendara mobil yang 
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kebetulan lewat di tempat itu untuk dibawa ke Rumah Sakit guna 
mendapatkan perawatan ; 
- Bahwa benar, saksi tetap berada di lokasi kecelakaan guna menunggu 
petugas Polisi yang lain untuk menangani kasus tersebut ; 
- Bahwa benar, saksi mendengar berita bahwa korban kecelakaan yang 
berjenis kelamin laki-laki akhirnya meninggal dunia sedangkan yang 
berjenis kelamin perempuan dapat diselamatkan ; 
- Bahwa benar, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya : 
 
SAKSI IV. NGADIMIN. Spd. : 
- Bahwa benar, saksi adalah orang tua kandung para korban kecelakaan        
( tabrakan ) ; 
- Bahwa benar, anak perempuannya bernama Dini Kasanatun dan anak laki-
lakinya bernama Muh Yamin Kaswanda ; 
- Bahwa benar, Dini Kasanatun dan Muh Yamin Kaswanda adalah kakak 
beradik ; 
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekitar jam 05.30 WIB Dini 
Kasanatun mengantar adiknya bernama Muh Yamin Kaswanda untuk 
mengikuti progam sekolahnya/MOS ( Masa Orientasi Sekolah ) dengan 
menggunakan sepeda motor Honda Legenda No. Pol AD-5351-YG ; 
- Bahwa benar, berangkat dari rumah mereka berboncengan, Dini Kasanatun 
duduk di depan ( pegang Kemudi ) sedangkan adiknya Muh Yamin 
Kaswanda membonceng ; 
- Bahwa benar, tidak lama setelah keberangkatan mereka ada seorang warga 
di tempat saksi tinggal memberitakan bahwa ada kecelakaan di depan pasar 
Wonogiri jalan Jenderal Sudirman yang ciri-ciri korban dan sepeda 
motornya seperti anak dan sepeda motor milik saksi ; 
- Bahwa benar, atas informasi itu saksi segera datang ke lokasi sebagaimana 
yang dinyatakan oleh tetangganya ; 
- Bahwa benar, sesampainya di lokasi, saksi memastikan bahwa sepeda 
motor yang dilihat adalah miliknya, namun kedua anak yang menjadi 
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korban kecelakaan itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Wonogiri ; 
- Bahwa benar, ketika saksi menemui kedua anaknya di Rumah Sakit yang 
menjadi korban kecelakaan itu saksi benar-benar merasa terpukul dan 
perasannya hancur ; 
- Bahwa benar, tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di Rumah 
Sakit Wonogiri anak laki-laki saksi yang bernama Muh Yamin Kaswanda 
meninggal dunia ; 
-   Bahwa benar, anak perempuan saksi yang bernama Dini Kasanatun 
terselamatkan jiwanya sekalipun ia menderita cacat seumur hidupnya yakni 
patah kedua tangannya dan kakinya serta sedikit gangguan kepalanya ; 
- Bahwa benar, keadaan anak perempuan saksi yang bernama Dini 
Kasanatun tidak seperti dulu, kini menjadi pendiam dan sedikit kurang 
mengenali teman-teman yang menengoknya ; 
- Bahwa benar, kegiatan anak perempuan saksi yang pribadi dan seharusnya 
dapat dilakukan sendiri separti mandi, berpakaian, berdandan, makan, dan 
lainnya kini harus dibantu orang lain ; 
- Bahwa benar, hingga sekarang anak perempuan saksi masih menjalani 
perawatan dan terapi di Rumah Sakit Dr. Oen Solo ; 
- Bahwa benar, hingga saat ini anak perempuannya belum di beritahu jika 
adiknya yang bernama Muh Yamin Kaswanda telah meninggal dunia, 
dengan pertimbangan phsykis ; 
- Bahwa benar, saksi telah menerima bantuan  dari keluarga Terdakwa 
berupa uang tunai sebesar Rp 9.800.000,- ( Sembilan Juta delapan ratus 
ribu rupiah ), selain itu keluarga terdakwa telah pula membiayai perbaikan 
sepeda motor Honda Legenda No.Pol AD-5351-YG yang rusak sebesar Rp. 
1. 071.000,- ( satu juta tujuh puluh ribu rupiah ) ; 
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kejelasan bentuan uang dari keluarga 
korban sebesar Rp 9.800.00,- ( sembilan juta delapan ratus ribu rupiah ) itu 
untuk apa, jika untuk biaya perawatan dan terapi anak perempuannya, saksi 
merasa bantuan itu masih sangat kurang. Karena hingga kini biaya yang 
dikeluarkan secara pribadi sudah mncapai Rp 40.000.000,- ( empat puluh 
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juta rupiah ) lebih ; 
- Bahwa benar, barang bukti berupa foto bergambar sepeda motor Honda 
Legenda No. Pol. AD-5351-YG dal;am keadaan rusak yang ditunjukan di 
depan persidangan adalah benar milik saksi ; 
- Bahwa benar, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya : 
 
SAKSI V. MARYANI : 
- Bahwa benar, saksi adalah istri terdakwa ; 
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 sekitar jam 05.30 WIB 
saksi bersama suaminya ( Terdakwa ) hendak Ke gudang seng untuk 
membeli kue serabi langganannya yang akan dibawanya sebagai bekal 
perjalanan ke Semarang mengantar keponakannya ; 
- Bahwa benar, kendaraan yang digunakannya adalah mobil Toyota Kijang 
dengan Plat nomor Polisi H-8778-RR milik kakaknya ; 
- Bahwa benar, yang mengemudikan mobil Toyota Kijang tersebut adalah 
terdakwa, sedangkan saksi berada/duduk di sebelah kirinya ; 
- Bahwa benar, pada saat mengemudikan mobil itu Terdakwa dalam keadaan 
sehat bugar dan tidak mengantuk ; 
- Bahwa benar, waktu itupun saksi dalam keadaan sadar ; 
- Bahwa benar sekitar pukul 05.30 WIB mobil yang ditumpanginya 
melewati jalan Jenderal Sudirman ( depan pasar Womnogiri ) ; 
- Bahwa benar, jalan Jenderal Sudirman pada pagi itu masih diperbolehkan 
dilalui kendaraan dari dua arah baik dari arah selatan ke utara ataupun 
sebaliknya ; 
- Bahwa benar sesampainya di depan pasar Wonogiri saksi merasakan 
adanya benturan keras antara mobil yanmg ditumpanginya dengan benda 
lain ; 
- Bahwa benar, saksi sama sekali tidak mengetahui mobil yang di kendarai 
terdakwa itu bertabrakan/menabrak dengan sebuah sepeda motor ; 
- Bahwa benar, seketika itu saksi merasa shock dan kurang memperhatikan 
sekitarnya, selanjutnya saksi diminta Terdakwa untuk pulang terlebih 
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dahulu dengan menggunakan Angkutan Kota ; 
- Bahwa benar, tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan mengatakan pada 
saksi bahwa ia baru saja menabrak pengendara sepeda motor yang 
mengakibatkan pembonceng ( wanita ) dan yang dibonceng ( laki-laki ) 
mengalami luka serius hingga di rawat di Rumah Sakit Wonogiri ; 
- Bahwa benar, selanjutnya sebelum Terdakwa kembali ke kantor polisi 
untuk di periksa dan memberi keterangannya, ia sempat berpesan kepada 
saksi untuk tidak usah panik dan tenang ; 
- Bahwa benar, akibat kecelakaan itu saksi mendengar bahwa korban yang 
berjenis kelamin laki-laki meninggal dunia ; 
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi diantar oleh keluarganya sempat 
melayat ke keluarga korban ; 
- Bahwa benar, saksi juiga pernah menengok korban yang berjenis kelamin 
wanita ketika dirawat di rumah sakit Dr. Oen Solo ; 
- Bahwa benar, saksi juga pernah memberikan bantuan uang kepada 
keluarga korban sebesar Rp 9.800.000,- ( sembilan juta delapan ratus ribu 
rupiah ) ; 
- Bahwa benar, saksi juga pernah membiayai perbaikan sepeda motor Honda 
Legenda No.Pol. AD-5351-YG yang digunakan korban sebesar Rp 
1.071.000,- ( satu juta jutu puluh ribu rupiah ) ; 
- Bahwa benar, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya : 
 
3. KETERANGAN TERDAKWA  
Terdakwa di Persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah 
sebagai berikut :  
- Bahwa benar, pada hari rabu tanggal 19 Juli 2006 jam 05.15 Terdakwa 
barsama istrinya bermaksud untuk membeli kue serabi langganannya di 
gudang seng Wonogiri untuk dibawa sebagai bekal selama perjalanannya 
ke Semarang mengantar keponakannya ; 
- Bahwa benar, selama perjalanan dari rumah terdakwa keadaan mobil 
Toyota Kijang No.Pol. H-8778-RR dalam keadaan baik ; 
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- Bahwa benar, mobil Toyota Kijang tersebut adalah milik kakak iparnya 
bernama Suyadi yang bertempat tinggal di Girimarto ; 
- Bahwa benar, Terdakwa sudah terbiasa mengendarai Mobil Toyota Kijang 
tersebut ; 
- Bahwa benar, mobil Toyota Kijang tersebut telah di service dengan baik 
mesin maupun remnya sebelum dipergunakan Terdakwa untuk mengantar 
keponakannya ke Semarang ;  
- Bahwa benar dalam mengemudikan mobil Toyota Kijang pagi itu, 
terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk; 
- Bahwa benar, dalam perjalananya menuju gudang seng, Terdakwa 
mengendarai mobil Toyota Kijang tersebut melewati jalan Jenderal 
Sudirman ; 
- Bahwa benar, sekitar jam 05.30 WIB tepatnya di depan pasar Wonogiri, 
dari arah selatan dalam jarak ± 50 m ( lima puluh meter ), Terdakwa 
melihat sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang wanita 
berboncengan dengan seorang laki-laki berseragam sekolah ; 
- Bahwa benar, selain melihat sepeda motor dari arah berlawanan tersebut, di 
depan mobil Toyota Kijang yang dikemudikannya ada 3 ( tiga ) buah 
sepeda motor yang berjalan beriringan ; 
- Behwa benar, Terdakwa berkeinginan untuk menyusul 3 ( tiga ) buah 
sepeda motor tersebut, untuk itu terdakwa membunyikan klaksonnya 
berulang-ulang. Selanjutnya untuk memberi tanda sepeda motor yang 
datang berlawanan tersebut, Terdakwa menyalakan lampu besar ( beam ) ; 
- Bahwa benar, untuk mendahului 3 ( tiga ) buah sepeda motor yang ada 
didepan mobil Toyota Kijang tersebut, Terdakwa menambah kecepatan 
hingga ± 70 km/jam ( tujuh puluh kilometer per jam ) ; 
- Bahwa benar, karena jarak sepeda motor yang datang dari arah selatan 
semakin dekat padahal Terdakwa harus menghindari 3 ( tiga ) buah sepeda 
motor yang akan di salipnya, maka tabrakan tidak bisa dihindari oleh 
Terdakwa ; 
- Bahwa benar, Terdakwa merasakan benturan akibat tabrakan itu sangat 
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keras ; 
- Bahwa benar, sepeda motor yang ditabraknya adalah jenis Honda Legenda 
No. Pol. AD-5351-YG yang dikendarai seorang perempuan dan diboncengi 
seorang laki-laki ; 
- Bahwa benar, akibat tabrakan itu kedua korban terpental, terjatuh dan 
terseret hingga puluhan meter ; 
- Bahwa benar, korban wanita terlempar dan terseret hingga 30 m ( tiga 
puluh meter ) kearah selatan dengan posisi tergeletak tidak sadarkan diri di 
dekat sepeda motornya dan menderita luka-luka ; 
- Bahwa benar,  korban laki-laki dalam keadaan tertelungkup tidak sadarkan 
diri dan berada di belakang mobil Toyota Kijang yang dikendarai 
Terdakwa ; 
- Bahwa benar, Terdakwa tidak menolong para korban karena shock dan 
dalam keadaan ketakutan ; 
- Bahwa benar, terdakwa sempat menyuruh istrinya untuk pulang terlebih 
dahulu ke rumah dengan menggunakan Angkutan Kota ; 
- Bahwa benar, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul pulang ke 
rumahnya untuk menemui istrinya dan berpesan bahwa untuk tenang dan 
tidak usah panik, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Polres Wonogiri 
untuk menjalani pemeriksaan sehubungan dengan perkara tabrakan 
tersebut; 
- Bahwa benar, Terdakwa ditahan di Polres Wonogiri ; 
- Bahwa benar, beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa 
korban laki-laki yang sempat di rawat di Rumah Sakit akhirnya meninggal 
dunia, sedangkan korban wanita hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit 
Dr. Oen Solo ; 
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas kelalaiannya dalam 
mengemudikan mobil Toyota Kijang hingga menyebabkan terluka dan 
meninggal dunia ; 
- Bahwa benar, keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang kepada 
keluarga korban sebesar Rp 9.800.000,- ( sembilan juta delapan ratus ribu 
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rupiah ) dan telah pula membiayai atas sepeda motor korban sebesar Rp 
1.071.000,- ( satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah  ; 
- Bahwa benar, barang bukti berupa foto bergambar sepeda motor dalam 
keadaan rusak yang ditunjukan didepan sidang adalah benar ; 
 
4. BARANG BUKTI 
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa : 
1. 1 ( satu ) unit Kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol. H-8778-RR 
dan STNKnya a/n Sunardi, S.H. 
2. Sebuah surat ijin Mengemudi ( SIM ), yang tidak sah karena telah habis 
masa berlakunya, 
3. 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Legenda No. Pol. AD-5351-YG. 
4. Barang bukti yang di ajukan di persidangan telah di sita secara sah 
menurut Hukum Acara Pidana, oleh karena itu barang bukti tersebut 
adalah memperkuat pembuktian dalam perkara ini. 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah 
kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan 
kepada Maryadi Bin Sarmo yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur 
dalam Kesatu, Pasal 359 KUHPidana, dan Kedua, Pasal 360 ayat (1) ( satu ) 
KUHPidana, yaitu berupa : 
A. Dalam Pasal 359 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Unsur Barang siapa : 
Unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yakni orang yang 
diajukan ke depan p[ersidangan dalam hal ini Maryadi Bin 
sarmo karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan 
keterangan dari saksi Kondang Kuncoro, Suradji dan Maryani 
serta keterangan dari Terdakwa, membuktikan bahwa 
pengemudi kendaraan Toyota Kijang No. Pol. H-8778-RR yang 
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bertabrakan dengan sepeda motor Honda Legenda AD-5351-
YG. Bardasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka “unsur 
barang”  siapa telah terpenuhi menurut hukum ; 
 
2. Unsur karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain : 
Yang dimaksud dengan “Matinya Orang Lain” dalam Pasal 359 
KUHPidana tersebut adalah kematian yang tidak dimaksud atau 
tidak disengajakan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi 
kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kekurang hati-
hatian atau kelalaian terdakwa.  
- Bahwa menurut Visum et Repertum Nomor 
656/SB/RM/IX/2006 tangal 5 September 2006, diperoleh 
fakta bahwa Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan 
kecelakaan yang menyeret korban Dini Kasanatun ( 
pengendara motor ) sejauh 15 ( Lima belas Meter ). 
- Bahwa menurut Visum et Repertum Nomor 
656/RM/IX/2006 tanggal 5 September 2006, kecelakaan 
tersebut menyebebkan korban yang dibonceng yaitu Muh. 
Yamin Kaswanda meninggal dunia, yang pada 
kesimpulannya :  -  Diagnosa : - Trauma Kepala Berat 
- Patah Tulang tulang Tengkorak 
- Berdasarkan fakta-fakta hukum 
tersebut, maka unsure “Karena 
kesalahannya menyebebkan 




B. Pasal 360 ayat (1) ( satu ) KUHPidana yang bunyi selengkap-
lengkapnya adalah sebagai berikut : 
 “ Barasiapa karena kesalahannya ( kealpaannya ) menyebabkan matinya 
orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun “ 
. 
 Unsur-unsurnya adalalah sebagai berikut : 
1.Barang siapa ; 
2. Karena Kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat ; 
Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi pada dakwaan, dalam hal ini yang 
dimaksud sebagai kealpaan haruslah memenuhi 2 syarat :  
a. Bahwa pelaku tidak melakukan penghati-hatian mengenai apa 
yang diperbuat ;  
b. Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap 
akibat; 
 Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 
akibat kecelakaan itu korban pembonceng yaitu Muh. Yamin Kaswanda 
meninggal dunia, sedangkan pengemudinya Dini Kasanatun mengalami luka berat 
berdasarkan Visum et Repertum Nomor 702/SB/RM/IX/2006, tanggal 20 
September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Irawan, Sp.OT 
dari Rumah Sakit dr. Oen Solo Baru yang pada kesimpulannya : 
- Diagnosa : -    Cidera kepala sedang 
- Pendarahan otak 
- Patah tulang paha kiri dan patah tulang 
terbuka paha kanan  
- Luka lecet pada : muka, tangan, kaki kanan 
dan kaki kiri. 
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- Sampai saat ini koban luka berat Dini Kasanatun masih 
dalam perawatan ( berobat jalan ) dan terapi . 
 
Pengajuan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian itu 
ditentukan, yakni : 
a. Dalam hal penuntut umum membacakan / mengajukan tuntutan pidana, 
hal ini dimaksudkan agar penuntut umm mempertimbangkan dengan 
seksama tuntutan pidana dengan gugatan ganti kerugian ; 
b. Perkara pidana yang di hadiri penuntut umum adalah perkara pidana 
yang acara pemeriksaannya adalah perkara biasa dan pemeriksaan 
singkat ; 
c. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir yakni perkara pidana dengan 
pemeriksaan cepat yakni : 
- acara pemeriksaan tindak pidana ringan ; 
- acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan  
Pengajuan permintaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian harus diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Seseorang yang 
mengajukan suatu tuntutan hak ke Pengadilan Negeri tentunya mengharapkan agar 
putusan hakim dapat menguntungkan dirinya dan secepatnya dapat dilaksanakan 
akan tetapi hal tersebut harus dengan melalui suatu proses. 
 
Proses pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian di Pengadilan Negeri Wonogiri : 
1. Korban mengajukan suat permohonan penggabungan perkara 
pidana dengan gugatan ganti kerugian disertai dengan lampiran 
rincian kerugian yang diderita korban kemudian didaftarkan di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan surat tersebut disampaikan 
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kepada Ketua Pengadilan. Surat permohonan disini memuat 
antara lain : 
-     Identitas korban 
   Yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat 
tanggal lahir yang ditulis secara jelas 
- Permintaan agar Pengadilan Negeri ( yang bersangkutan ) 
menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian 
- Permintaan agar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh 
korban dan juga tuntutan, yaitu segala sesuatu yang 
diharapkan korban untuk diperiksa dan diputus oleh pihak 
hakim. 
2. Setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, 
kemudian Ketua Pengadilan Negeri membuat surat penetapan 
untuk menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara 
tersebut. 
3. Majelis hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan 
tersebut menetapkan hari sidang perkara dan sekaligus 
menyuruh memanggil kedua belah pihak dan agar menghadap 
di Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditentukan 
dengan membawa saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan. 
Dengan demikian pihak korban harus aktif untuk 
mempersiapkan alat bukti terutama bukti tulisan, misalnya 
kwitansi-kwitansi yang membuktikan bahwa pihak korban telah 
mengeluarkan biaya karena kerugian yang dialami sebagai 
akibat perbuatan terdakwa. Sesuai dengan Pasal 1865 
KUHPerdata yang berbunyi : 
 “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 
sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun 
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mambantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu 
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 
peristiwa tersebut.” 
4. Setelah kedua belah pihak hadir dalam persidangan pada hari 
yang telah ditenrtukan, maka Majelis Hakim memberi 
kesempatan kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian, 
sidang ditunda supaya kedua belah pihak dapat merundingkan 
perdamaian tersebut. Apabila sidang berikutnya perdamaian 
belum dicapai, maka pemeriksaan dilanjutkan, tanpa menutup 
kemungkinan untuk mengusahakan perdamaian selama proses 
pemeriksaan dan sebelum putusan hakim dijatuhkan. 
5. tuntutan pidana dibacakan oleh majelis hakim, pihak korban di 
beri kesempatan untuk mengadakan perubahan atau pencabutan 
tuntutan sebelum pihak terdakwa diberikan kesempatan untuk 
menjawab apabila tidak ada perubahan atau pencabutan 
tuntutan, maka pihak korban diberi kesempatan untuk 
menjawab secara lisan atau secara tertulis. 
6. apabila jawaban pihak terdakwa secara tertulis, maka pihak 
korban diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan yang 
disebut Replik dan terhadap Replik dari pihak korban, pihak 
Terdakwa dapat memberikan tanggapannya yaitu disebut 
duplik. 
7. dari jawab-menjawab antara pihak korban dan Terdakwa hanya 
dibatasi dua kali dan kesempatan terakhir diberikan kepada 
pihak korban, setelah menjawab selesai diberikan kesempatan, 
kepada pihak korban untuk mengajukan pembuktian. Tujuan 
pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim 
tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, karena hakim yang 
mengkonstantir peristiwa, mengkualisir peristiwa tersebut, 
pembuktian juga untuk dasar putusan hakim ( Sudikno 
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Mertokusumo, 1998 : 109 ). Kemudian dilanjutkan kesempatan 
pihak terdakwa mengajukan pembuktian sebagai tanggapan atas 
pembuktian pihak korban. 
8. setelah proses pemeriksaan dianggap cukup oleh Majelis 
Hakim, maka kedua belah pihak di beri kesempatan untuk 
mengajukan kesimpulan yang berisi tentang tanggapan masing-
masing pihak terhadap segala sesuatu yang terjadi di 
persidangan. 
9. setelah pengajuan kesimpulan selesai, maka majelis Hakim 
dalam memutuskan perkara pidana dalam bentuk putusan 
hakim. 
10. apabila putusan hakim sudah dijatuhkan dan para pihak 
menerima ptusan Hakim Pengadilan tersebut, maka diadakanlah 
eksekusi pelaksanaan putusan. Pengambilan putusan dalam 
penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian 
masing-masing Hakim mengajukan pendapat mengenai dua hal 
yakni : 
- Pertimbangan-pertimbangan mengenai perkara pidana yang 
didasarkan pada Hukum Acara Pidana 
- Pertimbangan-pertimbangan mengenai gugatan ganti 
kerugian sesuai Acara Perdata. 
Dalam kasus ini pada akhirnya pemohon mambatalkan permohonannya, 
dikarenakan dalam surat jawaban termohon telah diterangkan bahwa antara pihak 
pemohon dan termohon dengan itikad baik telah melakukan perdamaian  lewat 
perwakilan keluarga , dan pada waktu itu keluarga pemohon telah menerimanya. 
Pihak keluarga pemohon pada waktu dikunjungi menyatakan telah ikhlas 
menerima musibah tersebut. Pihak keluarga termohon juga telah memberikan 
bantuan langsung kepada orang tua korban sesuai dengan kemampuannya, 
berdasar bukti-bukti yang telah terlampir. Maka berdasar hal-hal tersebut yaitu 
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sudah dilaksanakannya musyawarah kekeluargaan ( perdamaian ) telah disepakati 
tidak akan melakukan atau memperpanjang perkara/masalah dari pihak korban, 
menerima dengan ikhlas atas musibah tersebut dan tidak akan membahas tentang 
ganti kerugian atau denda yang harus dipikul. 
 
Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka amar putusan 
diumumkan serta hukuman yang dijatuhkan ditentukan. Dengan demikan amar 
putusan dapat memuat : 
- Gugatan yang dikabulkan 
- Gugatan yang sebagian dikabulkan 
- Gugatan yang ditolak 
- Hukuman Penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
penggugat/korban 
- Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 
- Biaya perkara yakni biaya perkara perdata dan biaya perkara 
pidana 
- Jika diajukan barang bukti maka amar putusan juga 
merumuskan mengenai statusnya. 
Keterkaitan putusan perdata dengan putusan pidananya, dimuat 
oleh Pasal 99 ayat (3) KUHAP yaitu : 
“ Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat 
kekuatan tetap, apabila pidananya juga mendapat kekuatan hukum 
tetap. “ 
Hal tersebut merupakan konsekuensi logis karena tuntutan ganti 
kerugian mengikuti perkara pidana karena timbulnya tuntutan tersebut 
sebagai akibat pidana yang terjadi. Dengan demikian, jika terdakwa 
menerima putusan Pengadilan maka pihak/pemohon ganti kerugian 
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tidak dapat mengajukan banding. Hal ini diperjelas pada keputusan 
memteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 bidang 
Pengadilan Bab IV yaitu : 
“ Apabila terdakwa/terhukum dalam perkara pidanya tisdak 
mengajukan banding, maka penggugat  ganti kerugian  tidak dapat 
mengajukan banding dalam perkara perdatanya, tetapi dalam hal 
terdakwa/terhukum naik banding, maka Pengadilan Tinggi dapat 
memeriksa kembali putusan penggantian kerugian, apabila penggugat 
meminta pemeriksaan banding. Ketentuan-ketentuan hukum acara 
perdata berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian, “ 
Jadi jika perkara pidanya telah berkekuatan hukum tetap, maka 
tidak ada pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, dengan 
demikian dapat diketahui bahwa masalah pokok adalah perkara pidana 
sedang perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan/assesoir, 
yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok. 
 
B. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penggabungan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara 
kecelakaan lalu lintas  
  
Sebagaimana telah diketahui bahwa kemungkinan untuk menggabungkan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dimulai sejak dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-
Undang tersebut memberi kesempatan bagi pihak yang telah dirugikan akibat 
dari suatu tindak pidana untuk mengajukan permohonan agar gugatan ganti 
kerugian yang diajukan korban pemeriksaannya dapat digabungkan dengan 
perka pidana yang pemeriksanannya sedang berlangsung. 
 
Sebelum kitab Undang-Undang Acara Pidana berlaku di Indonesia, maka 
peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum acara pidana di lingkungan 
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peradilan umum adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang lebih 
dikenal sebagai Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ). Didalam HIR, 
terhadap suatu perkara yang mengandung aspek pidana dan aspek perdata, 
penyelasaiannya tidak dimungkinkan secara bersamaan, tetapi harus 
diselesaikan secara berurutan, dimana perkara pidana diselesaikan terlebih 
dahulu baru kemudian perkara perdatanya. 
 
Menurut penulis, dengan adanya peraturan mengenai penggabungan 
perkara ini maka dapat membantu para korban dalam meyelesaikan kasusnya 
dan segera mendapatkan ganti kerugian atas apa yang dideritanya akibat suatu 
tindak pidana. Dalam HIR tidak dimungkinkan adanya penggabungan perkara 
sehingga hal ini jelas akan memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak 
pula. Menurut HIR permohonan ganti kerugian harus diajukan secara tersendiri 
secara perdata setelah perkara pidananya selesai, jelas hal ini akan membuang 
waktu dan biaya yang banyak karena pihak korban harus membiayai 
kerugiannya sendiri dan harus membiayai pengajuan gugatan ganti ruginya 
secara perdata di Pengadilan yang jelas membutuhkan biaya. 
 
Bagi korban yang memiliki perekonomian yang cukup tinggi, hal ini 
mungkin tidak begitu menjadi soal, tetapi bagi masyarakat berperekonomian 
rendah jelas hal hal ini akan menjadi masalah yang cukup memberatkan,  
hanya untuk menuntut apa yang telah menjadi haknya yaitu mendapatkan ganti 
kerugian atas apa yang telah dideritanya. Menurut penulis walaupun pihak 
korban mampu untuk membayar biaya perkara, sebaiknya terlebih dahulu 
pihak korban haruslah mempertimbangkan keseimbangan antara gugatan yang 
diajukan dengan besarnya biaya yang kira-kira akan dikeluarkan untuk 
mengurus gugatan tersebut. 
 
Apabila jumlah biaya yang akan dikeluarkan lebih besar dari ganti 
kerugian yang akan didapat, hal ini jelas akan merugikan pihak korban sendiri. 
Oleh karena itu, dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
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dengan perkara pidananya diharapkan akan dapat berlangsung dengan cepat 
dan tidak memerlukan cara yang rumit serta biaya yang banyak. Selain itu 
adanya penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganri kerugian sesuai 
dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat 
mempercepat jalannya proses peradilan sebagaimana yang termaktub dalam 
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang  Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
 
Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian tidak hanya 
diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas saja, tetapi dapat juga 
diterapkan dalam berbagai bentuk tindak pidana lain seperti penipuan. Yang 
perlu diperhatikan untuk dapat menggabungkan perkara pidana dengan 
gugatan ganti kerugian adalah : 
 
a. Dalam perkara penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian yang sifatnya keperdataan tersebut disaratkan, bahwa 
perkaranya sederhana dan cepat ; 
b. Karena sifat perkaranya yang assesoir ; 
c. Mengakibatkan kerugian langsung bagi pihak korban ; 
d. Perkara ganti kerugian tersebut tidak menghambat pada proses 
pidananya, artinya tidak berbelit-belit serta mempersulit proses dan 
memakan waktu yang lama ; 
e. Hal itupun kalau pihak korban menghendaki. 
 
Dalam hal acara pada permintaan sita jaminan ( sita konservator ) tidak 
diperkenankan dengan upaya penggabungan perkara, sebab acara terhadap 
lembaga sita jaminan tersebut harus melalui proses acara tersendiri yang tentu 
memerlukan waktu yang lama, sehingga diwajibkan melakukan gugatan 




Untuk kerugian immaterial pemeriksaannya tidak dapat digabungkan 
dengan perkara pidana tetapi harus diajukan tersendiri melalui gugatan perdata. 
Dalam Pasal 99 ayat (2) disebutkan bahwa jumlah besarnya tuntutan ganti 
kerugian yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan atau pihak korban 
hanya terbatas tuntutan ganti kerugian yang telah nyata-nyata ( riil ) 
dikeluarkan, yang dimaksudkan adalah kerugian materiil. Hal ini didasarkan 
pada alasan : 
 
a. Proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut harus 
berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan 
segera mungkin dapat direalisasikan, serta adanya prinsip 
pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana, misalnya hanya 
membuktikan bukti-bukti surat, kuitansi, biaya pengobatan, biaya 
perawatan, biaya memperbaiki kendaraan dan lain-lain. 
b. Kerugian materiil yang mudah pembuktiannya. 
c. Gugatan immaterial tidak dapat diterima dalam penggabungan 
perkara, karena pada dasarnya, seperti pada halnya gugatan perdata 
( biasa ) tentang ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum ( PMH ) tentang tuntutan ganti kerugian yang immaterial 
tersebut, lebih sulit bagi Pengadilan untuk menetapkan perkiraan 
yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kerugian non fisik ( non riil ) 
tidak begitu mudah untuk membuat suatu taksiran yang pasti, 
sehingga sebenarnya menjurus kearah penggantian kerugian “ yang 
diperkirakan “ belaka. Misalnya sulit untuk menentukan jumlah 
besarnya ganti kerugian yang disebabkan pihak yang dirugikan 
secara langsung atau pihak korban tersebut menderita gangguan 
mental ( berat atau ringan ), depresi, stress berat, pusing akibat 
gegar otak ( untuk jamgka waktu lama atau sementara ), tidak dapat 
bekerja lagi, nama baiknya tercemar dan seterusnya. 
d. Imbalan ganti kerugian immaterial harus dipisahkan, dengan 
maksud agar diajukan tersendiri pada gugatan perdata biasa, karena 
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dipandang tidak sederhana dan tidak mudah. 
e. Karena pemeriksan dan pembuktiannya sulit serta memakan waktu, 
pula mengahambat pemeriksaan pidananya, sehingga bertentangan 
dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan : 
Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 yang diubah oleh undang-Undang Nomor 35 tahun 
1999 ( R. Suparmono, 2003 : 94 ). 
 
Adanya sarana yang disediakan Undang-Undang untuk menggabungkan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian tentunya akan memudahkan 
pihak yang telah dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa 
untuk mendapatkan kembali haknya. Tetapi perlu disadari, walaupun Undang-
Undang bertujuan mempermudah langkah bagi para pencari keadilan, terutama 
bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang 
dilakukan terdakwa, ternyata dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 
terhadap sarana yang disediakan Undang-Undang, terdapat pula beberapa 
hambatan dalam pelaksanaannya. 
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan 
dengan hakim pembimbing di Pengadilan Negeri Wonogiri, maka hal-hal yang 
menjadi hambatan dalam pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan 
gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah sebagai 
berikut : 
A. Alasan Non-Teknis Yuridis 
1. Dalam hal termohon adalah orang yang tidak punya maka akan sulit 
dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim, karena terbatas 
hanya pada biaya-biaya yang mampu ia bayar saja, sedangkan 
dalam hal termohon tidak sanggup untuk membayar ganti kerugian 
maka hal ini akan menghambat eksekusi putusan hakim dalam 
gugatan ganti kerugiannya. 
B. Alasan Teknis Yuridis 
1. Waktu yang sedikit dalam mengajukan permohonan penggabungan 
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perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, yaitu selambat-
lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana     
( Requisitoir ) atau dalam hal penuntut umum tidak hadir dalam 
perkara cepat, diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim 
menjatuhkan putusannya. 
2. Dalam penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian tidak diperbolehkan adanya sita jaminan ( sita konsevator) 
atas barang-barang/harta benda milik tergugat/terdakwa, karena hal 
ini akan menghambat pemeriksaan perkara pidananya. Sehingga 
akan mempersulit dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim, 
dan dimungkinkan Termohon dapat mengalihkan harta 
kekayaannya. 
3. Tidak dapat diajukan upaya hukum banding hanya terhadap putusan 
perkara pidananya saja, karena dalam penggabungan perkara pidana 
dengan gugatan ganti kerugian putusan ganti kerugian bersifat 
assessoir dengan putusan perkara pidananya. Dalam hal ini putusan 
ganti kerugiannya baru mendapat kekuatan hukum tetap apabila 
putusan perkara pidananya sudah mendapat kekuatan hukum tetap. 
4. Pemohon penggabungan perkara bersifat pasif  dan tidak dapat 
mengajukan banding atau kasasi, sehingga dalam penggabungan 
perkara pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 
mengenai “ Pelaksanaan Penggabungan Perkara Pidana Dengan Gugatan Ganti 
Kerugian dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Wonogiri “, 
khususnya dalam perkara pidana Nomor 84/Pid.B/2006/PN.Wng., maka dapat 
ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian 
di   Pengadilan Negeri Wonogiri pada prakteknya telah sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku (Pasal 98 KUHAP), yaitu : 
 
a. Secara lisan, diajukan langsung kepada Ketua Majelis Hakim di 
Persidangan : 
1. Selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 
pidana ( requisitoir ); atau 
2. Dalam hal penuntut umum tidak hadir dalam  perkara cepat, 
diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 
Caranya, pihak korban mengutarakan secara lisan di Persidangan yang 
kemudian Ketua Majelis/Hakim menuruh panitera mencatatnya dalam 
Berita Acara Pemeriksaan Persidangan disertai dasar-dasar gugatan      
( posita ) serta pokok tuntutan ( petitum ) dan besarnya jumlah kerugian 
yang dituntut. 
b. Secara tertulis, diajukan kepada Ketua Majelis hakim ( hakim ) di 
Persidangan pula melalui panitera pengadilan. Kemudian gugatan tertulis 
tersebut dimasukan dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dengan 
dicatat hari, tanggal, tahun, diajukan tuntutan tersebut dan kemudian 
dilampirkan. 
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Kemudian Ketua Pengadilan membuat surat penetapan untuk 
menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, Majelis 
Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Majelis hakim berusaha 
memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, jika 
tidak ada kesempatan untuk berdamai maka tuntutan dibacakan oleh 
Majelis Hakim. Apabila jawaban dari pihak Terdakwa secara tertulis maka 
pihak korban diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau 
replik, terhadap replik dari pihak korban, pihak terdakwa dapat 
memberikan tanggapannya yang disebut duplik. Setelah jawab-menjawab 
antara pihak korban dan terdakwa maka kedua belah pihak diberikan 
kesempatan untuk mengajukan pembuktian. Setelah proses pemeriksaan 
dianggap cukup oleh Majelis Hakim maka kedua belah pihak diberikan 
kesempatan untuk mengajukan/memberikan kesimpulan dan selanjutnya 
setelah pengajuan kesimpulan selesai, maka hakim memutuskan perkara 
tersebut, setelah putusan dijatuhkan dan para pihak dapat menerima 
putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut maka diadakan eksekusi 
pelaksanaan putusan. 
 
2.  Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penggabungan perkara 
pidana dengan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Wonogiri, 
dapat berupa : 
A. Alasan Non-Teknis Yuridis 
1.   Dalam hal termohon adalah orang yang tidak punya maka akan sulit 
dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim, karena terbatas 
hanya pada biaya-biaya yang mampu ia bayar saja, sedangkan 
dalam hal termohon tidak sanggup untuk membayar ganti kerugian 
maka hal ini akan menghambat eksekusi putusan hakim dalam 
gugatan ganti kerugiannya. 
B. Alasan Teknis Yuridis 
1. Waktu yang sedikit dalam mengajukan permohonan penggabungan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, yaitu selambat-
 83 
lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana     
( Requisitoir ) atau dalam hal penuntut umum tidak hadir dalam 
perkara cepat, diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim 
menjatuhkan putusannya. 
5. Dalam penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
kerugian tidak diperbolehkan adanya sita jaminan ( sita konsevator) 
atas barang-barang/harta benda milik tergugat/terdakwa, karena hal 
ini akan menghambat pemeriksaan perkara pidananya. Sehingga 
akan mempersulit dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim, 
dan dimungkinkan Termohon dapat mengalihkan harta 
kekayaannya. 
6. Tidak dapat diajukan upaya hukum banding hanya terhadap putusan 
perkara pidananya saja, karena dalam penggabungan perkara pidana 
dengan gugatan ganti kerugian putusan ganti kerugian bersifat 
assessoir dengan putusan perkara pidananya. Dalam hal ini putusan 
ganti kerugiannya baru mendapat kekuatan hukum tetap apabila 
putusan perkara pidananya sudah mendapat kekuatan hukum tetap. 
7. Pemohon penggabungan perkara bersifat pasif  dan tidak dapat 
mengajukan banding atau kasasi, sehingga dalam penggabungan 
perkara pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk 
mengajukan upaya hukum. 
 
B. Saran 
1. Dengan adanya peraturan mengenai penggabungan perkara pidana dengan 
gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP 
maka sebaiknya lebih di efektifkan penggunannya di lingkungan peradilan 
dalam penyelesaian perkara yang acara pemeriksaannya mudah atau 
perkara cepat, sehingga akan dapat meringankan pihak korban dan 
terdakwa dalam penyelesaiaan kasusnya. 
 
2. Sebaiknya dalam penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti 
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kerugian, Pengadilan haruslah bersikap pro aktif dalam hal : 
a. Menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut; 
b. Tentang kebenaran dasar gugatan ; 
c. Tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak 
yang dirugikan tersebut ; 
d. Putusan hakim hanya tentang penetapan hukuman penggantian biaya 
yang nyata-nyata secara riil dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. 
 
3. Untuk dapat memenuhi tujuan KUHAP, dimana proses penggabungan 
perkara itu mencapai sasarannya yang praktis dan efisien agar tidak 
berlarut-larut proses pidananya, maka sebaiknya perlu dilakukan tindakan 
tepat dan cepat serta memenuhi sifatnya yang khas dan kharakteristik, yaitu 
dalam hal perkara perdatanya perlu dilakukan pembatasan-pembatasan 
yang tepat dan urgensif, antara lain tidak diperkenankan adanya verzet, sita  
konservatoir, gugatan balik ( rekonpensi ), acara intervensi, acara 
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